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ABSTRAK 
 
AYU RISKA AMALIA, B111 09 426, Kebijakan Targeted Killing Amerika 
Serikat Dalam Perang Melawan Terorisme ( War On Terror ) Ditinjau Dari 
Hukum Internasional, di bawah bimbingan Abdul.Maasba Magassing,  
selaku pembimbing I dan Albert Lokollo, selaku pembimbing II. 
Penelitian ini menganalisa kebijakan targeted killing Amerika serikat dalam 
perang melawan terorisme berdasarkan hukum internasional dengan 
memfokuskan kepada status kebijakan targeted killing AS dibawah hukum 
humaniter (hukum konflik bersenjata) dan hak self-defense berdasarkan 
artikel 51 Piagam PBB dan apakah targeted killing dengan menggunakan 
drones di Pakistan melanggar hukum humaniter. 
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 
kepustakaan (library research) kemudian data yang diperoleh dianalisis 
secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun targeted 
killing sah berdasarkan preemptive self-defense namun dalam faktanya, 
serangan drones di Pakistan telah mengakibatkan ratusan kematian 
penduduk sipil. Karena itu penggunaan drones di Pakistan merupakan 
pelanggaran terhadap hukum humaniter internasioal. Penulis 
menyarankan penggunaan drones harus diatur secara khusus dalam 
sebuah perjanjian senjata. Selain itu, kita membutuhkan kebijakan 
alternative dalam melawan terorisme yang tidak hanya efektif untuk 
menghapus terorisme tetapi juga menghindari kematian penduduk sipil 
yang tidak berdosa. Bagaimanapun,legal tidak berarti bijak. 
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ABSTRACT 
AYU RISKA AMALIA, B111 09 426, Kebijakan Targeted Killing Amerika 
Serikat Dalam Perang Melawan Terorisme Ditinjau Dari Hukum 
Internasional, under  the guidance of Abdul. Maasba Magassing, as 
advisor I and Albert Lokollo, as advisor II. 
This study analyses US‘ Policy of targeted killing in war on terror based on 
international law by focusing the status of US‘ targeted killing policy under 
international humanitarian law (law of armed conflict)  and right of self- 
defence under Article 51 of the UN Charter and whether the targeted 
killing by drones in Pakistan violates the humanitarian law. 
Data collection method in this research uses library research method and 
analyzed in qualitative analysis method.The result points out that even 
thought targeted killing is lawful under the law of preemptive self-defense, 
in fact the drone attacks in Pakistan have caused  hundreds  of civilian 
deaths. Therefore the use of drones in Pakistan is a violation of 
international humanitarian law. The author suggest the use of drones 
should  be specifically regulated in a weapon treaty. Other than that, we 
need alternative policies in the fight against terrorism that not only effective 
to abolish the terrorism but also avoid the innocent civilian deaths. 
However, legal doesn‘t mean wise. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pada 11 September 2001, para teroris melakukan pembajakan 
pesawat yang kemudian menabrak dan meruntuhkan Gedung Menara 
Kembar ( Twin Towers) World Trade Center di New york, Amerika 
Serikat  dan merusak bagian Gedung Pentagon, Markas Besar 
Pertahanan Amerika Serikat. Peristiwa ini dikenal dengan September 
11 atau 9/11 .  Hampir 3000 orang meninggal , termasuk 227 orang 
penduduk sipil  dan 19 pembajak yang berada di 4 pesawat berbeda.1 
Dalam peristiwa ini, Al-Qaeda diyakini sebagai kelompok yang 
paling bertanggung jawab atas bencana yang terjadi di Amerika 
Serikat. Sebagai  negara yang menjadi korban sasaran tindakan teror 
11 september 2001, AS bereaksi sangat hebat atas tragedi itu. 
Kejadian 9/11 ini merupakan isu global yang mempengaruhi kebijakan 
politik seluruh negara-negara di dunia, sehingga menjadi titik tolak 
persepsi untuk memerangi terorisme sebagai musuh internasional. 
Pemerintah Amerika melihat bahwa serangan 11 September 2001 
merupakan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran 
hukum perang dan pelaku dapat diperlakukan sebagai penjahat 
perang karena Taliban bertindak atas dukungan suatu negara 
                                                          
1
 Diakses di http://en.wikipedia.org/wiki/September_11_attacks pada 11 Maret 2013 
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sedangkan Al-Qaeda termasuk non-state actors atau insurgents, 
sehingga mereka dapat dianggap melakukan tindakan pelanggaran 
hukum perang.  
Pada tanggal 20 September, Bush mengeluarkan  pernyataan                
―War On Terror” dengan menggunakan prinsip “pre-emptive sel-
defense” sebagai kampanye dalam melawan terorisme.2 Pernyataan 
ini mengindikasikan bahwa pemerintahan Bush akan melakukan 
pembalasan dengan aksi militeristik (perang) dan didukung oleh para 
representatif dari pejabat pemerintahan dan komentator politik seperti 
Henry Kissinger, Lawrence Eagleburger, James Baker, Jeane 
Kirkpatrick, dan para penasehat industri militer kompleks yang 
mendeskripsikan serangan 9/11 sebagai “act of war‖ dan 
membutuhkan pembalasan dengan tindakan militer.3 Hingga Pada 27 
September 2001, Pemerintahan George W. Bush mendapat dukungan 
Senat Amerika Serikat untuk mempergunakan kekuatan militer 
melawan kelompok Al-Qaeda dan Pemerintah Taliban di Afghanistan 
yang diduga kuat melindungi kegiatan Jaringan Al-Qaeda pimpinan 
Osama Bin Laden.    
Perang melawan teror tidak dilakukan di medan perang 
konvensional, melainkan di daerah tempat tinggal penduduk. 
                                                          
2
 Paul W. staeheli, Collapsing Insurgent Organizations Through Leadership Decapitation: 
A Comparison Of Targeted Killing And Targeted Incarceration In Insurgent Organizations, 
Naval Postgraduate SCHOOL , California, 2010. Hlm. 2 
3
 Douglas Kellner, From 9/11 to Terror War: the Dangers of the Bush Legacy, (Oxford: 
Rowman and Littlefield, 2003) hal. 54 
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Pembedaan antara kombatan dan non-kombatan juga tidak jelas. 
Ketidakjelasan ini juga diakibatkan oleh tindakan warga sipil yang 
seringkali memberikan dukungan material bagi teroris yang menjadi 
kombatan melalui penempatan strategis, komunikasi, dan lain-lain. Di 
sisi lain, teroris melakukan aksi terorisme dengan target acak yang 
korbannya merupakan warga sipil atau non-kombatan ataupun orang-
orang tidak bersalah (innocent people).4 Sebagai tambahan, 
pengenalan kategori baru seperti  ‗unlawful combatants‟5 atau 
                                                          
4
 Target dari aksi terorisme dihubungkan dengan berbagai istilah. Pengistilahan non-
kombatan sebagai pihak korban aksi serang terorisme salah satunya didefinisikan oleh 
US Department of State yang mendefinisikan terorisme sebagai ―kekerasan 
direncanakan, bermotif politis yang menarget non-kombatan oleh kelompok sub-nasional 
atau kelompok rahasia yang biasanya bermaksud untuk mempengaruhi audiens 
tertentu.‖ Definisi lain yang lebih spesifik dan juga menggunakan istilah non-kombatan 
dihasilkan oleh revisi konsensus akademik terhadap definisi terorisme (the revised 
academic consensus definition of terrorism/Rev. ACDT 2011) yang mendefinisikan 
terorisme dalam dua hal, yakni sebagai doktrin mengenai suatu bentuk tindakan atau 
taktik kekerasan politik koersif untuk meningkatkan ketakutan yang dianggap efektif, serta 
sebagai praktek konspirasional dari aksi kekerasan langsung, demonstratif dan 
terkalkulasi tanpa batasan legal ataupun moral, utamanya menarget warga sipil dan non-
kombatan, yang ditampilkan untuk efek propaganda dan psikologis terhadap variasi 
audiens dan pihak yang berkonflik. Menurut C.A.J. Coady, pengistilahan non-kombatan 
juga digunakan untuk menghubungkan terorisme dengan teori just war. Sedangkan 
pengistilahan warga sipil atau civilian sebagai korban digunakan salah satunya oleh Fritz 
Allhoff. Istilah innocent people juga digunakan oleh Coady dalam membandingkan antara 
pengistilahan non-kombatan dengan orang-orang tidak bersalah sebagai korban dari aksi 
terorisme. Selengkapnya dalam Allhoff, Loc. Cit., hal. 266; Joshua Sinai, ‗New Trends in 
Terrorism Studies: Strengths and Weakness‘, dalam Magnus Ranstorp, Mapping 
Terrorism Research: State of the Art, Gaps, and Future Direction, (New York: 
Routledge,2007), hal.33; Alex P. Schmid, The Routledge Handbook of Terrorism 
Research, (London, New York:Routledge, 2011), hal. 86; C.A.J. Coady, ―Terrorism, 
Morality, and Supreme Emergence,‖ Ethics, Vol. 114, No. 4, Symposium on Terrorism, 
War, and Justice (2004), 772-789, hal. 774-775 
5
 ―unlawaful combatan‖ atau‖illegal combatant‖, atau unprivileged combatant/belligerent 
adalh penduduk sipil yang secara langsung terlibat  dalam konflik bersenjata dalam 
pelanggaran hukum perang.  Dapat dilihat di Wikipedia, ―Unlawful Combatan”, 
en.wikipedia.org/wiki/unlawful_combatant . 
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„suspected terrorists‟ telah mengaburkan batas antara penduduk sipil 
dan target yang sah dalam konflik bersenjata.6  
Sebagai strategi dan taktis dalam melawan terorisme negara-
negara termasuk AS mulai melakukan program targeted killing dengan 
terang-terangan beberapa tahun terakhir ini. Targeted killing adalah 
sebuah kebijakan yang diadopsi oleh pemerintah AS dengan menarget 
sasaran dengan tujuan untuk membunuh para target yang terlibat 
dalam aksi terorisme terahadap AS. Individu tersebut tidak dapat 
melakukan perlawanan hukum, menyanggah bukti bahwa dirinya 
terlibat dalam aksi terorisme maupun saksi-saksi yang 
memberatkannya, serta telah diabaikan dari praduga tidak bersalah 
hingga terbukti bersalah melalui pengadilan hukum yang adil.7 
Beberapa pandangan melihat bahwa kebijakan ini sangat bersifat 
diskriminatif terhadap beberapa negara sebab AS lah yang 
memutuskan mengenai target, lokasi, dan kemampuan negara lain 
dalam menghadapi  teroris tanpa melibatkan badan internsional seperti 
PBB atau bahkan negara target.8 
Untuk mengeliminasi target, AS menggunakan Unmanned Aerial 
Vehicles atau Drones yang merupakan pesawat yang dilengkapi 
dengan senjata militer AS dan dikontrol dari jarak jauh atau telah 
                                                          
6
 Nils Melzer, Targeted Killing in International Law, oxford university press, Oxford. 2008, 
hlm ix 
7
 A.A Bagus Nugraha, Dilema Penanganan Terorisme di Amerika, Perang Baru, Torture 
dan Homeland Security. Universitas Indonesia, 2012, hal. 12 
8
 Akbar N. Khan, The Us‟ Policy Of Targeted Killings By Drones  In Pakistan, 2011, hlm. 
34 
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diprogram untuk membunuh target dengan klasifikasi tertentu sebelum 
diterbangkan. Drones telah digunakan oleh AS dalam perang di Irak 
dan Afganistan dan juga Pakistan.9 Ini menjadi  hal yang  lumrah 
sebagai strategi untuk membunuh dibandingkan dengan menangkap, 
para tersangka yang terlibat dalam aktivitas terorisme.10  
AS telah menggunakan Drones untuk membunuh tersangka yang 
ditargetkan di Pakistan sejak 2004 dan telah terjadi peningkatan tajam 
dalam masa pemerintahan Barack Obama. Banyak korban yang 
berjatuhan tanpa memandang apakah mereka kombatan atau non 
kombatan, selain itu kerusakan yang disebabkan oleh rudal yang 
diluncurkan  juga sangat berbahaya karena dapat menyebabkan 
kerusakan yang sangat merugikan.  
Sebuah berita yang dikutip dari tempo menyebutkan bahwa Tim 
PBB yang menyelidiki korban serangan drones AS di Pakistan 
menyatakan, serangan pesawat tanpa awak itu melanggar kedaulatan 
Pakistan. Ben Emmerson, reporter khusus PBB tentang hak asasi 
manusia dan kontra-terorisme melaporkan bahwa pemerintah Pakistan 
menyatakan dengan jelas, mereka tidak menyetujui serangan itu.11 
Sedangkan pejabat AS berpendapat bahwa mereka tidak 
mempertimbangkan legalitas penyerangan berdasarkan persetujuan 
                                                          
9
 Akbar N. Khan, Op. Cit , hlm. 22 
10
 Ibid 
11
 diakses di http://www.tempo.co/read/news/2013/03/15/118467369/PBB-Operasi-
Drone-AS-Langgar-Kedaulatan-Pakistan  pada 20 Maret 2013 
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Pakistan. Menurut AS, serangan drones dibenarkan berdasarkan hak 
untuk  self-defense.12  
 Beberapa pihak telah mengecam serangan-serangan yang 
dilakukan oleh AS di Pakistan.13  Serangan tersebut menjadi sangat 
kontroversial sebab dipandang telah melanggar HHI (Hukum 
Humaniter Internasional) dan sebagian orang mengungkapkan bahwa 
penggunaan drones tidak sesuai dengan HHI dikarenakan 
penggunannya menyebabkan kematian yang tidak perlu. Sedangkan di 
sisi lain menyatakan bahwa penggunaan drones telah sesuai dengan 
HHI sebab drones disertai dengan misil yang diperbolehkan untuk 
digunakan di bawah HHI. Walaupun HHI diaplikasikan untuk 
menciptakan kondisi yang sesuai untuk menggunakan  kekuatan 
bersenjata, penggunaan drones dalam perang harus sesuai dengan 
prinsip-prinsip yang diadopsi seperti distinction, proportionality, dan 
precautions. Drones yang dioperasikan dalam jarak ribuan mil belum 
tentu dapa menjamin terpenuhinya unsur-unsur tersebut. Selain hal 
tersebut di atas, isu pelanggaran kedaulatan wilayah negara juga 
menyertai penyerangan drones oleh AS. Berbagai pertanyaanpun 
muncul, diantaranya mengenai status kebijakan targeted killing AS 
                                                          
12
 di akses di  http://crss.pk/downloads/Reports/Special-Posts/Legality-of-US-Drone-
Strikes-in-Pakistan.pdf pada 10 Maret 2013 
 
13
 Rita Uli Hutapea, ―4700 orang tewas akibat serangan Pesawat Tanpa Awak AS  sejak 
2004‖ detik news, http://news.detik.com/read/2013/02/21/105713/2175795/1148/4700-
orang-tewas-akibat-serangan-pesawat-tanpa-awak-as terakhir diakses pada 9 April 2013 
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dalam Hukum Internasional, dan legalitas penggunaan drones di 
Pakistan menurut HHI.  
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian dan menguraikan pembahasan mengenai ―kebijakan 
targeted killing Amerika Serikat  dalam perang melawan terorisme (war 
on terror) ditinjau dari hukum internasional‖. 
B. RUMUSAN MASALAH 
       Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang penulis 
paparkan di atas, serta agar permasalahan yang akan diteliti menjadi 
lebih jelas dan mencapai tujuan sebagaimana yang penulis harapkan, 
maka perlu adanya perumusan masalah. Adapun beberapa 
permasalahan yang akan penulis kaji, yaitu: 
1. Bagaimana status kebijakan targeted killing Amerika Serikat 
terhadap perang melawan terorisme dalam hukum   
internasional ? 
2. Apakah metode targeted killing dengan menggunakan 
Unmanned Aerial Vehicles / Drones oleh Amerika Serikat di 
Pakistan tidak melanggar Hukum Humaniter Internasional ? 
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C. Tujuan Penulisan 
       Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui status kebijakan targeted killing Amerika 
Serikat terhadap perang melawan terorisme dalam hukum 
internasional.  
2. Untuk mengetahui apakah metode targeted killing dengan 
menggunakan Unmanned Aerial Vehicles / Drones oleh Amerika 
Serikat di Pakistan telah sesuai dengan Hukum Humaniter.  
 
D. Kegunaan Penelitian 
       Salah satu aspek yang sangat penting dalam penelitian adalah 
menyangkut kegunaan hasil . dari penelitian yang telah dilakukan  
sehingga tujuan utama dari penulis adalah agar dapat bermanfaat 
untuk semua kalangan . Penulis membagi hasil  penelitian menjadi dua 
kegunaan, yaitu : 
1. Kegunaan Teoritis  
a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap 
perkembangan  ilmu pengetahuan  di bidang hukum 
internasional , khususnya  mengenai status kebijakan 
targeted killing yang dilakukan oleh AS dalam perang 
melawan terorisme sebagai bentuk self-defense. 
b. Dapat menambah wawasan bagi penulis mengenai 
hukum internasional, khususnya tentang kebijakan  
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targeted killing yang diadopsi oleh AS dan penggunaan  
UAVs/ Drones         ( pesawat tanpa awak ) di berbagai 
negara termasuk di Pakistan , serta hubungannya 
dengan hukum humaniter.  
2. Kegunaan Praktis 
Dapat menjadi bahan masukan agar negara-negara, dalam 
pengadopsian kebijakan pemerintah khususnya yang berkaitan 
dengan hukum dan hubungan internasional,  mengutamakan 
prinsip-prinsip hukum internasional yang fundamental, tidak 
merugikan pihak lain dan tidak menimbulkan efek – efek negatif 
yang baru, serta melaksanakan kebijakan secara transpran.   
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Hukum Humaniter 
1. Definisi Hukum Humaniter 
Dalam kepustakaan hukum internasional istilah hukum 
humaniter merupakan istilah yang dianggap relatif baru. Istilah ini 
baru lahir sekitar tahun 1970-an, ditandai dengan diadakannya 
Conference of Government Expert on the Reaffirmation and 
Development in Armed Conflict pada tahun 1971. Selanjutnya, 
pada tahun 1974, 1975, 1976, dan 1977 diadakan Diplomatic 
Conference on the Reaffirmation and Development of International 
Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict 
Berikut ini beberapa pandangan mengenai hukum humaniter : 
a. Jean Pictet :  
―International humanitarian law in the wide sense is  
constituted  by all the international legal provision, whether 
written and customary, ensuring respect for individual and his 
well being.‖14 
 
b. Geza Herzeg : 
 
“Part of the rules of public international law which serve as 
the protection of individuals in time of armed conflict. Its place 
is beside the norm of warfare it is closely related to them but 
                                                          
14
 Pictet, ‖The Principles of International Humanitarian Law”, dalam Haryomataram, 
Hukum Humaniter, Rajawali Press, Jakarta, 1984 hlm. 15. 
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must be clearly distinguish from these its purpose and spirit 
being different.‖15 
 
c.  Mochtar Kusumaatmadja mendefinisikan hukum humaniter 
sebagai :  
―Bagian dari hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan  
korban perang, berlainan dengan hukum perang yang 
mengatur perang iu sendiri dan segala sesuatu yang 
menyangkut cara melakukan perang itu sendiri.‖16 
 
d. Esbjorn Rosenbland :  
 
―The law of armed conflict berhubungan dengan permulaan 
dan berakhirnya pertikaian; pendudukan wilayah lawan; 
hubungan pihak yang bertikai dengan negara netral. 
Sedangkan Law of Warfare ini antara lain mencakup : 
metoda dan sarana berperang, status kombatan, 
perlindungan yang sakit, tawanan perang dan orang sipil.‖ 
 
e. S.R Sianturi :  
―Hukum yang mengatur mengenai suatu sengketa bersenjata 
yang timbul antara dua atau lebih pihak-pihak yang 
bersengketa, walaupun keadaan sengketa tersebut tidak 
diakui oleh salah satu pihak.― 
 
f. Panitia tetap hukum humaniter, departemen hukum dan 
perundangundangan merumuskan sebagai berikut : 
“Hukum humaniter sebagai keseluruhan asas, kaedah dan 
ketentuan internasional, baik tertulis maupun tidak tertulis, 
yang mencakup hukum perang dan hak asasi manusia, 
bertujuan untuk menjamin penghormatan terhadap harkat 
dan martabat seseorang.” 
 
                                                          
15
 ibid, hlm. 17. 
16
 Mochtar Kusumaatmadja, Hukum Internasional Humaniter dalam Pelaksanaan dan 
Penerapannya di Indonesia, 1980. hlm. 5 
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        Mochtar Kusumaatmadja membagi hukum perang sebagai 
berikut:17 
a. Jus ad bellum yaitu hukum tentang perang, mengatur tentang 
dalam hal bagaimana negara dibenarkan menggunakan kekerasan 
bersenjata;  
b. Jus in bello, yaitu hukum yang berlaku dalam perang, dibagi lagi 
menjadi 2 (dua) yaitu:  
1) Hukum yang mengatur cara dilakukannya perang (condact of 
war). Bagian ini biasanya disebut The Hague laws. 
2) Hukum yang mengatur perlindungan orang-orang yang 
menjadi korban perang. Ini lazimnya disebut The Genewa Laws. 
       Tidak ada satu pun perjanjian internasional yang 
mendefinisikan perang berdasarkan hukum internasional. Oleh 
karena itu, definisi perang merujuk pada pendapat ahli hukum 
internasional18.  Menurut L. Oppenheim, seorang ahli hukum 
internasional, perang didefinisikan sebagai berikut: 
―war is a contention between two or more states through their 
armed forces, for the purpose of overpowering each other and 
imposing such conditions of peaces as the victor pleases‖.19 
Istilah hukum sengketa bersenjata (law of armed conflict) 
sebagai pengganti hukum perang (law of war) banyak dipakai 
dalam konvensi-konvensi Jenewa 1949 dan kedua Protokol 
                                                          
17
 Haryomataram, Hukum Humaniter, C.V. Radjawali, Jakarta, 1994, hlm. 2-3. 
18
 Pasal 38 ayat (1) d Stuta Mahkamah Internasional 
19
   L. Oppenheim, International Law II, hlm. 202 (H. Lauterpacht ed., 1952). 
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Tambahannya.20 Dalam perkembangan selanjutnya, yaitu pada 
permulaan abad ke-20, diusahakan untuk mengatur cara 
berperang, yang konsepsi- konsepsinya banyak dipengaruhi oleh 
asas kemanusiaan (humanity principle). 
Menurut Mohammed Bedjaoui, hukum humaniter tidak 
dimaksudkan untuk melarang perang, tetapi ditujukan untuk 
memanusiawikan perang.21 
2. Jenis Konflik Bersenjata 
       Hukum humaniter internasional mengenal dua kategori konflik 
bersenjata, yaitu International Armed Conflict dan Non-International 
Armed Conflict.  International Armed Conflict adalah pertikaian 
bersenjata yang melibatkan dua atau lebih negara yang sifatnya 
internasional, sedangkan Non International Armed Conflict adalah 
pertikaian bersenjata yang dilakukan antara angkatan bersenjata 
pemerintahan suatu negara dengan angkatan bersenjata yang 
                                                          
20
 Lihat pasal 2 Konvensi Jenewa 1949 dan dalam Protokol Tambahan I dan II tahun 
1977. 
21
  Mohammed Bedjaoui, Modern Wars: Humanitarian Challenge. A Report for the 
Independent Commission on International Humanitarian Issues, Zed Books Ltd., London, 
1986, hlm. 2, yang mengatakan : "…Hal ini justru menyangkut hukum humaniter yang 
berusaha untuk menerapkan seperangkat aturan-aturan hukum untuk memanusiawikan 
konflik bersenjata dan melindungi para korban pada situasi kekerasan bersenjata." ("...his 
is precisely the concern of humanitarian law which seeks to apply a set of legal rules to 
humanize armed conflicts and protect the victims of situations of armed violence"). 
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terorganisir atau pertikaian antara dua atau lebih angkatan 
bersenjata yang terorganisir, yang sifatnya domestik.22 
Pada perkembangannya, pengertian sengketa bersenjata 
internasional diperluas dalam Protokol I tahun 1977 yang juga 
memasukkan perlawanan terhadap dominasi kolonial, perjuangan 
melawan pendudukan asing dan perlawanan terhadap rezim 
rasialis sebagai bentuk-bentuk lain  dari sengketa bersenjata 
internasional. 
Aturan mengenai penerapan konfik bersenjata non 
internasional ini terdapat dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa keempat 
1949 dan Protokol Tambahan II tahun 1977. Komentar ICRC 
mengenai Pasal 3 Konvensi Jenewa memberikan kriteria lingkup 
pelaksanaan pasal tersebut. Kriteria tersebut akan sangat berguna 
untuk membedakan konflik bersenjata atau hanya tindak 
perampokan atau pemberontakan yang tidak terorganisir dan 
sementara. 
3. Prinsip Hukum Humaniter 
       Dibanding dengan prinsip hukum umum, hal yang lebih penting 
bagi Hukum Humaniter Internasional atau HHI adalah prinsip-
prinsip HHI atau yang dianggap sebagai prinsip-prinsip HHI yang 
                                                          
22
 Intan Innayatun Soeparna ―Global War On Terror‖ Oleh Amerika Serikat Dalam 
Perspektif Hukum Internasional Hlm. 3 Diakses Di  
Http://Journal.Unair.Ac.Id/Filerpdf/Article_Intan.Pdf pada 11 Maret 2013 
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fundamental. Prinsip tersebut yaitu prinsip pembatasan, prinsip 
necessity (kepentingan), prinsip larangan yang menyebabkan 
penderitaan yang tidak seharusnya, prinsip kemanusiaan, dan 
Marten‟s Clause (klausula Marten). masing-masing prinsip HHI ini 
tidak hanya berdasarkan pada satu macam sumber HHI saja, 
melainkan dari bermacam sumber. Prinsip-prinsip tersebut sebagai 
bagian dari suatu sistem HHI, satu sama lainnya bersifat saling 
melengkapi, menjelaskan, dan membantu penafsirannya. 
Dalam rangka membahas HHI dari sudut studi hubungan 
internasional, perlu pula dipahami prinsip-prinsip tersebut. Adapun 
prinsip tersebut adalah sebagai berikut:23 
a.      Kemanusiaan ; Berdasarkan asas ini maka pihak yang 
bersengketa diharuskan untuk memperhatikan perikemanusiaan, 
dimana mereka dilarang untuk menggunakan kekerasan yang 
dapat menimbulkan luka yang berlebihan atau penderiataan 
yang tidak perlu. 
b.      Necessity; Berdasarkan asas ini maka pihak yang 
bersengketa dibenarkan menggunakan kekerasan untuk 
menundukkan lawan demi tercapainya tujuan dan keberhasilan 
perang 
c.      Proporsional (Proportionality) 
d.     Distincion (pembedaan) 
                                                          
23
 War on Terror dalam perspektif HI , Indri Djanarko , 2013 , diakses di 
http://indridjanarko.dosen.narotama.ac.id/2012/02/ pada 17 Maret 2013 
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e.      Prohibition of causing unnecessary suffering (prinsip HHI 
tentang larangan menyebabkan penderitaan yang tidak 
seharusnya) : Ketentuan HHI tentang larangan menyebabkan 
penderitaan yang tidak seharusnya, sering disebut principle of 
limitation (prinsip pembatasan)  Prinsip ini merupakan aturan 
dasar yang berkaitan dengan metode dan alat perang. Prinsip ini 
berkaitan dengan ketentuan yang menetapkan bahwa metode 
perang yang benar adalah metode yang dilaksanakan hanya 
untuk melemahkan kekuatan militer lawan.24 
f.       Pemisahan antara ius ad bellum dengan ius in bello : 
Pemberlakuan HHI sebagai ius in bello (hukum yang berlaku 
untuk situasi sengketa bersenjata) tidak dipengaruhi oleh ius ad 
bellum (hukum tentang keabsahan tindakan perang). Dengan 
kata lain, HHI mengikat para Pihak yang bersengketa tanpa 
melihat alasan dari keputusan atau tindakan perang tersebut.25 
g. ketentuan minimal HHI  
h. Tanggung jawab dalam pelaksanaan dan penegakan HHI.26 
4. Prinsip Pembedaan (distinction principle) dan Prinsip 
Proporsionalitas (proportionally principle)  
a. Prinsip  Pembedaan  
                                                          
24
 Ibid 
25
 Ibid 
26
Ambarwati, dkk, Hukum Humaniter dalam Studi Hubungan Internasional. Jakarta: PT 
RajaGrafindo Persada 2009. hlm. 40-41 
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       Prinsip Pembedaan merupakan suatu prinsip dalam Hukum 
Humaniter yang membedakan atau membagi penduduk dari suatu 
negara yang sedang berperang, atau sedang terlibat dalam konflik 
bersenjata, ke dalam dua golongan besar, yakni kombatan 
(combatant) dan penduduk sipil (civilian). Kombatan adalah 
golongan penduduk yang secara aktif turut serta dalam 
pertempuran, sedangkan penduduk sipil adalah golongan 
penduduk yang tidak berhak untuk turut serta dalam suatu 
pertempuran.27 Sebagai prinsip pokok, prinsip pembedaan telah 
dicantumkan di dalam berbagai instrumen Hukum Humaniter, baik 
di dalam Konvensi Den Haag 1907, dalam Konvensi Jenewa 1949, 
maupun dalam Protokol Tambahan I tahun 1977. 
Menurut Jean Pictet,28 prinsip pembedaan berasal dari asas 
umum yang dinamakan asas pembatasan ratione personae yang 
menyatakan bahwa penduduk sipil dan orang-orang sipil harus 
mendapatkan perlindungan umum bahaya yang ditimbulkan akibat 
operasi militer. Penjabaran dari asas tersebut adalah harus 
diterapkannya hal-hal seperti di bawah ini : 
1) Pihak-pihak yang bersengketa, setiap saat, harus 
membedakan antara kombatan dan penduduk sipil guna 
menyelamatkan penduduk sipil dan objek-objek sipil. 
                                                          
27
 Haryomataram, op. cit hlm. 63 
28
 Jean Pictet, Development and Principles of International Humanitarian Law, Martinus 
Nijhoff Publisher-Henry Dunant Institute, 1985, hlm. 72. 
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2) Penduduk dan orang-orang sipil tidak boleh dijadikan objek 
serangan. 
3) Dilarang melakukan tindakan atau ancaman kekerasan yang 
tujuan utamanya untuk menyebarkan teror terhadap penduduk 
sipil. 
4) Pihak-pihak yang bersengketa harus mengambil segala 
langkah pencegahan yang memungkinkan untuk 
menyelamatkan penduduk sipil, atau setidak-tidaknya untuk 
menekan kerugian atau kerusakan yang tak disengaja menjadi 
sekecil mungkin. 
5) Hanya anggota angkatan bersenjata yang berhak menyerang 
dan bertempur melawan musuh. 
Jadi, secara normatif prinsip ini dapat mengeliminasi 
kemungkinan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh 
kombatan terhadap penduduk sipil. Dengan demikian berarti 
memperkecil kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap Hukum 
Humaniter, khususnya ketentuan mengenai kejahatan perang, yang 
dilakukan oleh kombatan dengan sengaja. 
Menurut Mochtar Kusumahadmadja, fungsi diadakannya 
Distinction Principle adalah : 
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1)  Memberikan perlindungan terhadap kombatan maupun 
penduduk  sipil dari penderitaan yang  tidak perlu. 
2)   Menjamin Hak Asasi Manusia Yang sangat fundamental 
bagi Mereka yang jatuh ke tangan musuh 
3)    Mencegah dilakukanya perang Kejam tanpa mengenal 
batas   disini yang terpenting adalah Asas prikemanusiaan.29 
 
b. Prinsip proporsionalitas  
Asas  proporsionalitas ditujukan agar perang atau penggunaan 
senjata tidak menimbulkan korban, kerusakan dan penderitaan 
yang berlebihan yang tidak berkaitan dengan tujuan-tujuan militer 
(the unnecessary suffering principles). Terutama dalam hal ini 
kerusakan-kerusakan fisik yang berlebihan dan tidak perlu terhadap 
obyek-obyek non-militer dan non-kombatan. 
Dalam Protokol 1 Konvensi Jenewa Pasal 51 ayat 5 huruf (b) 
dijelaskan bahwa dalam konteks perlindungan terhadap non-
kombatan,  serangan yang dilarang adalah termasuk segala jenis 
serangan yang: ”...which may be expected to cause incidental loss 
of civilian life ...which would be excessive in relation to the concrete 
and direct military advantage anticipated”. Dari sini kita ketahui 
bahwa military necessity telah dilanggar dan terjadi unnecessary 
sufferings yang bertentangan dengan asas proporsionalitas apa 
bila keunggulan militer yang dicapai tidak berimbang  (proporsional) 
                                                          
29
 Lovetya, ― Distinction Principle dalam Hukum Intrnasional‖, 4 December 2008. Diakses 
di http://lovetya.wordpress.com/ 15 maret 2013 
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dengan korban dan kerusakan yang ditimbulkan, terutama dalam 
hal ini terhadap obyek sipil.30. 
Tiga arus utama memberi kontribusi terhadap penyusunan 
hukum humaniter internasional. Ketiga arus itu adalah ―Hukum 
Jenewa,‖ diberikan oleh Konvensi dan Protokol internasional yang 
terbentuk berdasarkan sponsor Komite Palang Merah Internasional 
(ICRC) dengan perhatian utama pada perlindungan korban 
pertikaian; ―Hukum Den Haag,‖ berdasarkan hasil Konperensi 
Perdamaian di ibukota Belanda pada 1899 dan 1907, yang pada 
prinsipnya mengatur sarana dan metode perang yang diizinkan; 
dan usaha-usaha PBB menjamin penghormatan hak asasi manusia 
pada pertikaian bersenjata dan membatasi penggunaan senjata-
senjata tertentu. 
5. Konvensi Internasional mengenai Penggunaan Senjata dalam 
Perang 
       Hukum Den Haag atau The Hague Laws adalah istilah yang 
dipakai untuk menunjukkan serangkaian ketentuan hukum 
humaniter yang mengatur mengenai alat (sarana) dan cara 
(metode) berperang (means and methods of warfare)31. Disebut 
dengan The Hague Laws, karena pembentukan ketentuan-
ketentuan tersebut dihasilkan di kota Den Haag terdiri dari 
                                                          
30
 Oktagape lucas, Asas Proporsionalitas Dalam Hukum Internasional,  Universitas 
Diponegoro, Semarang, 2007. Hlm. 12 
31
 Ahmad Baharuddin Naim, Hukum Humaniter Internasional, Bandar Lampung: Universitas 
Lampung, 2010, hlm. 47 
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serangkaian ketentuan dihasilkan dari konferensi 1899 dan 
ketentuan-ketentuan yang dihasilkan dari konferensi 1907. 
a. Konvensi Den Haag 189932 
        Konferensi Den Haag 1899 diaakan mulai tanggal 20 Mei 
1899 hingga 29 Juli 1899 yang menghasilkan tiga konvensi 
(perjanjian Internasional) dan tiga Deklarasi (pernyataan) pada 
tanggal 29 Juli 18999. Hukum Den Haag merupakan ketentuan 
hukum humaniter yang mengatur cara dan alat berperang. 
Hukum Den Haag bersumber dari hasil-hasil konferensi 
Perdamaian I yang diadakan pada tahun 1899 dan konferensi 
Perdamaian II pada tahun 1907. 
Deklarasi dalam Konvensi Den Haag ini diantaranya:33 
a. Deklarasi tentang Larangan, untuk jangka waktu lima tahun, 
Peluncuran Proyektil-proyektil dan Bahan Peledak dari 
Balon, dan Cara-cara serupa lainnya; 
b. Deklarasi tentang Gas-gas yang mengakibatkan sesaknya 
pernafasan gas cekik atau ―asphyxiating gases‖; 
c. Deklarasi tentang Peluru-peluru yang bersifat ‗mengembang‘ 
di dalam tubuh manusia (peluru-peluru yang bungkusnya 
tidak sempurna menutup bagian dalam sehingga dapat 
pecah dan membesar dalam tubuh manusia). 
                                                          
32
 ______, Bahan Ajaran Hukum Humaniter, Jakarta: Direktorat Hukum TNI AD dan ICRC, 2004, 
File 2. Hlm. 11 
33
 http://rikiseptiawan180991.blogspot.com diakses 21 April 2013 
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Deklarasi yang sudah tua ini, walaupun perumusan kalimatnya 
sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan senjata yang 
digunakan sekarang, namun secara actual deklarasi tersebut 
telah meletakkan prinsip-prinsip dasar konvensi-konvensi Den 
Haag, yaitu tentang larangan penggunaan senjata proyektil atau 
bahan-bahan yang dapat menyebabkan penderitaan yang tidak 
perlu. 
Konvensi Den Haag mencakup : 
1) Konvensi I tentang penyelesaian damai persengketaan 
internasional, 
2) Konvensi II tentang hukum dan kebiasaan di darat, 
3) Konvensi III tentang adaptasi asas-asas konvensi Jenewa 
tnggal 22 Agustus 1864 tentang hukum perang di laut. 
 
b. Konvensi Den Haag 1907 34 
       Konferensi Perdamaian kedua tersebut kemudian diadakan 
dari tanggal 15 Juni sampai denga 18 Oktober 1907 untuk 
memperluas isi Konvensi Den Haag yang semula, dengan 
mengubah beberapa bagian dan menambahkan sejumlah 
bagian lain, dengan focus yang lebih besar pada perang laut. 
Pihak Inggris mencoba menggolkan ketentuan mengenai 
                                                          
34
 Diakses di http://id.wikipedia.org/wiki/konvensi_den_haag_1899_dan_1907 pada 14 Mei 2013 
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pembatasan persenjataan, tetapi usaha ini digagalkan oleh 
sejumlah negara lain, dengan dipimpin oleh Jerman, karena 
Jerman khawatir bahwa itu merupakan usaha Inggris untuk 
menghentikan pertumbuhan armada Jerman. Jerman juga 
menolak usulan tentang arbitrase wajib. 
       Protokol Jenewa untuk Konvensi Den Haag meskipun tidak 
dirundingkan di Den Haag, Protokol Jenewa untuk Konvensi 
Den Haag dianggap sebagai tambahan untuk konvensi tersebut. 
Protokol yang ditandatangani pada tanggal 17 Juni 1925 dan 
mulai berlaku pada tanggal 8 Februari 1928 ini secara 
permanen melarang penggunaan segala bentuk cara perang 
kimia dan cara perang biologi. ―Protocol Pelarangan atas 
Penggunaan Gas Pencekik, Gas Beracun, atau gas-gas lainnya 
dalam perang dan atas Penggunaan Cara-Cara Berperang 
dengan Bakteri‖ (protocol for the Prohibition of the Use in War of 
Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and of Bacterological 
Methods of Warfare). Protokol ini disusun karena semakin 
meningkatnya kegusaran publik terhadap perang kimia 
menyusul dipergunakannya gas mustard dan agen-agen serupa 
dalam perang dunia I dan karena adanya kekhawatiran bahwa 
senjata kimia dan senjata biologi bisa menimbulkan 
konsekuensi-konsekuensi mengerikan dalam perang 
dikemudian hari. Hingga hari ini, protokol tersebut telah 
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diperluas dengan Konvensi Senjata Biologi (Biological Weapon 
Convention) (1997) dan Konvensi Senjata Kimia (Chemical 
Weapons Convetion) (1993).  
Konvensi Den Haag 1907  mencakup : 
a) Konvensi I tentang penyelesaian damai persengketaan 
internasional 
b) Konvensi II tentang pembatasan kekerasan bersenjata 
dalam menuntut pembayaran hutang yang berasal dari 
perjanjian perdata, 
c) Konvensi III tentang cara memulai perang 
d) Konvensi IV tentag hukum dan kebiasaan perang di darat 
dilengkapi dengan peraturan Den Haag, 
e) Konvensi V tentang hak dan kewajiban negara dan warrga 
negara netral dalam perang di darat, 
f) Konvensi VI tentang status kapal dagang musuh pada saat 
permulaan peperangan, 
g) Konvensi VII tentang kapal dagang mennjadi kapal perang 
h) Konvensi VIII tentang penempatan ranjau otomatis, 
i) Konvensi IX tentang pemboman oleh angkatan laut di waktu 
perang, 
j) Konvensi X tentang adaptasi asas-asas Konvensi Jenewa 
tentang perang di laut, 
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k) Konvensi XI tentang pembatasan tertentu terhadap 
penggunaan hak penangkapan dalam perang di laut, 
l) Konvensi XII tentang Mahkamah barang-barang sitaan, 
m) Konvensi XIII tentang hak dan kewajiban negara netral 
dalam perang di laut. 
 
B. Perang Melawan Terorisme (Global War on Terror) 
1. Definisi Terorisme 
       Terorisme sudah berada dlam agenda internasional sejak 
tahun 1934 saat Liga Bangsa-Bangsa megambil langkah awal 
dengan mendiskusikan draft konvensi untuk pecegahan dan 
penghukuman terorisme. Walaupun konvensi tersebut akhirnya 
diadopsi pada tahun 1937, konvensi ini tidak pernah diberlakukan 
sebab hanya diratifikasi oleh satu negara yaitu India. 
       Upaya internasional pertama kali untuk mendapatkan definisi 
terorisme adalah dalam konvensi Pencegahan dan Penghukuman 
terhadap terorisme 1937 yaitu sebagai tindak pidana yang ditujukan 
terhadap negara yang dimaksudkan untuk menciptakan ketakutan 
di benak orang-orang tertentu, atau kelompok atau masyarakat 
umum. Konvensi ini belum menggambarkan terorisme secara jelas, 
karena tindak pidana yang disebutkan hanya ditujukan pada 
negara. Selanjutnya pada tahun 1977 di Eropa, melalui European 
Convention on The Supression of Terrorism (ECST), makna 
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terorisme mengalami suatu pergeseran dan perluasan paradigm, 
yaitu sebagai suatu perbuatan yang semula dikategorikan sebagai 
Crimes Against State menjadi Crimes Against Humnaity dimana 
yang menjadi korban adalah masyarakat sipil.  
       Dalam hukum nasional, kejahatan teroris sebagai kejahatan 
luar biasa dan kejahatan kemanusiaan telah diatur dalam UU No. 
15 Tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme. Sejak 1963, 
komunitas internassional telah menguraikan 14 instrumen hukum 
universal untuk mencegah aksi teroris. Insrumen tersebut telah 
dikembangkan di bawah bantuan PBBdan badan-badan khusus 
serta International Atomic Energy Agency (IAEA) dan terbuka untuk 
partisipasi oleh semua negara anggota. Adapun 14 instrumen 
hukum tersebut adalah: 
1) 1963 Convention on Offences and Certain Other Acts Commited 
on Board Aircraft (Aircraft Convention) 
2) !970 Convention for the Supression of Unlawful Seizure of 
Aircraft (unlawful Seizure Convention) 
3) 1971 Convention for the Suprssion U lawful Acts Against the 
Safety of Civil Aviation 
4) 1973 Convention of the Prevention and Punishment of Crimes 
Against Internationally Protected Persons (Diplomatic Aents 
Convention) 
5) 1979 International Convention against the Taking of Hostages 
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6) 1980 Convention on the Physical Protection of Nuclear Material 
7) 1988 Protocol for the Supression of Unlawful Acts of Violence at 
Airports Serving International Civil Aviation, supplementary to 
the Convention for the Supression of Unlawful Acts against the 
Safety of Civil Aviation 
8)  1988 Convention for the Supression of Unlawful Acts against 
the Safety of Maritime Navigation 
9) 1988 Potocol for the Supression of Unlawful acts Against the 
Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf 
10) 1991 Convention of the Marking Plastic Explosives for the 
purpose of Detection 
11) 1997 International Convention for the Supression of Terrorist 
Bombings 
12) 1999 International Convention for the Supression of the 
Financing of Terrorist 
13) 2005 International Convention for the Supression of Acts of 
Nuclear Terrorism 
14) 2010  Convention for the Supression of Unlawful Acts Relating 
to Intenational Civil Aviation. 
Terorisme menurut Webster's New School dan Office 
Dictionary,  terrorism is the use of violence, intimidation, to gain to 
end, especially a sistem of government ruling by terror, pelakunya 
disebut teroris.  Selanjutnya sebagai kata kerja terrorize is to fill with 
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dread or terror, terrify; to intimidate or coerce by terror or by threats 
of terror.35  
US Central Inteligence Agency (CIA) 
―Terorisme Internasional adalah terorisme yang dilakukan  
dengan dukungan pemerintah atau organisasi asing dan/atau 
diarahkan untuk melawan negara, lembaga, atau pemerintah 
asing.‖ 
 
      US Federal Buerau of Investigation (FBI) : 
―Terorisme adalah penggunaan kekerasan tidak sah atau 
kekerasan atas seseorang atau harta untuk mengintimidasi 
sebuah pemerintah, penduduk sipil elemen-elemen untuk 
mencapai tujuan social atau politik.‖ 
 
 
       US Departements of State and Defense : 
―Terorisme adalah kekerasan bermotif politik dan dilakukan oleh 
agen negara atau kelompok subnasional berharap sasaran 
kelompok non-kombatan. Biasanya dengan maksud untuk 
mempengaruhi audien. Terorisme internasional adalah terorisme 
yang melibatkan warga negara atau wialayah lebih dari suatu 
Negara‖ 
 
 Di dalam Black‟s Law Dictionary dikemukakan bahwa :36 
 
―Tindakan terorisme adalah kegiatan yang melibatkan  unsur 
kekerasan atau yang menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan 
manusia yang melanggar hukum pidana Amerika, atau negara 
bagian Amerika, dan jelas dimaksudkan untuk; (i) mengintimidasi 
penduduk sipil; (ii) mempengaruhi kebijakan pemerintah; (iii) 
mempengaruhi penyelenggaraan negara dengan cara 
penculikan dan pembunuhan 
 
Sedangkan dalam pasal 14 ayat 1 The Prevention of Terrorism 
Temporary   Provisions) act, 1984, sebagai berikut: “Terrorism 
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  Noah Wilder (1962) “Webster's New School & Office Dictionary”, The world publishing 
company, New York. hal : 274. 
36
 See Black‟s law dictionary 
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means the use of violence for political ends and includes any use of 
violence for the purpose putting the public or any section of the 
public in fear.”  
Pemerintah Amerika menyimpulkan bahwa serangan yang 
dilakukan oleh kelompok al-Qaeda ―dapat dianggap‖ sebagai 
“armed attacks” atau serangan bersenjata sebagaimana diatur 
dalam pasal 51 Piagam PBB.  Dalam Instruksi Menteri Pertahanan 
Amerika Serikat tahun 2003, menyimpulkan bahwa :  
“ single hostile act or attempted act may provide sufficient basis 
for the nexus (between the conduct and armed hostilities) so long 
as its magnitude or severity rises to the level of an „armed attack‟, 
or the number, power, stated intent or organization of the force 
with which the actor associated  is such that the act or attempted 
act is tantamount to an attack by an armed forces.‖37 
 
2. Penerapan Asas Self-Defense : 
        Sebagai "Principle of the Organization" yang sangat 
fundamental dan sebagai prinsip umum hukum internasional, Artikel 
2(4) Piagam PBB menyeburkan bahwa : 
"[a]ll Members shall refrain in their international relations from the 
threat or use of force against the territorial integrity and political 
independence of any state, or in any other manner inconsistent 
with the Purposes of the United Nations." 38 
Yang artinya adalah semua negara anggota PBB harus menahan 
diri dalam hubungan internasional mereka dari penggunaan 
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  USA Department of Defense Military Commission Instruction No.2, Crimes and 
Elements for Trials by Military Commission 30 April, 2003, 5 ( C ),.   
38
 See UN Charter , article 2 
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ancaman atau kekerasan terhadap integritas territorial dan 
kemerdekaan politik setiap negara, atau dengan cara yang lain 
yang tidak sesuai dengan tujuan PBB. Artikel ini menghimbau 
kepada seluruh negaraanggota untuk tidak menggunakan 
kekerasan, namun pada artikel 42 Piagam PBB menyatakan bahwa  
"Security Council may take military enforcement measures in 
conformity with Chapter VII.”39 Yang berarti Dewan Keamanan 
dapat mengambil langkah-langkah penegakan militer yang sesuai 
dengan chapter VII.  
Artikel 51 Piagam PBB mempertimbangkan keabsahan 
penggunaan kekuatan pada saat penyerangan bersenjata. Pada 
artikel ini, sebuah negara berhak untuk mengambil tindakan 
mempertahankan dirinya, yang mana dikatakan bahwa : 
nothing in the present charter shall impair the inherent right of 
individual or collective self-defense if an armed attack occurs 
against a Member of the united nations, until the Security council 
has taken measures necessary to maintain international peace 
and security. Measures taken by Members in the exercise of this 
right of self- defense shall be immediately reported to the Security 
council and shall not in any way affect the authority and 
responsibility of the Security council under the present charter to 
take at any time such action as it deems necessary in order to 
maintain or restore interna- tional peace and security.40 
Artikel ini menjelaskan bahwa setiap negara berhak atas hak untuk 
self-defense jika sebuah serangan bersenjata terjadi terhadap 
negara anggota PBB, hingga DK mengambil pertimbangan yang 
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 Thomas B. Hunter, Op.  cit .hlm. 7 
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dianggap perlu untuk menjaga perdamaian dan keamanan 
internasional. Banyak Negara yang mengutip artikel 51 sebagai 
dasar hak untuk melakukan tindakan militer secara sepihak  .    
Hak untuk self‐defense memiliki makna untuk sebuah  
pertahanan diri.41 Norma self-defense dapat dikatakan (dalam 
bentuk yang paling sederhana dan mendasar)  sebagai hak bangsa 
yang berdaulat untuk mempertahankan dirinya sendiri dari agresi 
internal dan eksternal. Self-defense dalam pengertian sebenarnya, 
tentu saja, hak dari semua bangsa. Sebuah  contoh yang paling 
mendasar, jika sebuah negara  diserang oleh negara tetangga, 
maka ia memiliki hak untuk menggunakan kekerasan  untuk 
menolak  invasi tersebut. Tak perlu menunggu persetujuan Dewan 
Keamanan untuk melakukannya.42 Hal ini disebabkan oleh 
pemikiran bahwa self-defense merupakan sebuah kebutuhan, baik 
dengan atau tanpa persetujuan PBB. Dalam beberapa kasus, 
tindakan Self defense beberapa negara telah berhasil namun 
dalam beberapa kejadian lainnya, seperti serangan Israel di Iraq, 
menimbulkan reaksi Dunia Internasional yang mengutuk  tindakan 
ini.  
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 Megi Medzmariashvili, Op.cit hlm. 9 
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 Thomas B. Hunter, Targeted killing ; preemption, self defense , and the war on 
terrorism , Vol. 2 ,JSS,   2009, hlm. 5 
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Megi Medzmariashvili . dalam Pre-emptive self defence against 
states harbouring terrorist  menekankan perbedaan antara 
―anticipatory” dan ―pre-emptive” dengan menuliskan :43       
 “at the outset a strict distinction should be made between  the         
notions: “anticipatory” and “preemptive” attack. 
In many research worksthese two concepts are confused and m
ostly used as synonyms describing a preventive attack. 
However, this attitude is wrong as the notionsdo not have the sa
me meaning.  “Anticipatory” attack  is  used  to  
describe militaryaction against  an imminent  threat,  while  
“preemptive” attack isemployed to describe the response to a thr
eat that is more remote in time”. 
       Sebagai syarat untuk dilakukannya sebuah tindakan 
anticipatory  self-   defense harus memenuhi unsur ―necessity”," 
"proportionality," dan "immediacy."' Dan dua syarat tambahan , 
yaitu   : pertama, tindakan anticipatory self-defence hanya akan 
dibenarkan jika Dewan Keamanan PBB menyatakan  belum 
mampu untuk mengambil tindakan ,yang kedua, negara  dimana  
hak untuk anticipatory self-defense sedang dilakukan harus berada 
dalam pelanggaran Hukum Internasional.44 
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Untuk menguji  proporsionalitas dari sebuah serangan 
anticipatory merupakan sebuah hal yang sulit karena dalam kasus 
tersebut negara tidak mendapatkan serangan terlebih dahulu yang 
mungkin dijadikan perbandingan. Negara yang melakukan pre-
emptive  secara mendasar memiliki pilihan untuk menyerang atau 
diserang terlebih dahulu .Intinya adalah , pre-emption 
mengamanatkan kepastian tentang sebuah serangan bersenjata 
yang akan segera terjadi.45 
 
3. Peristiwa 9/11 dan Perang Melawan Terorisme 
       Global war on terror oleh Amerika dimulai sejak serangan pada 
11 September 2001 yang dilakukan oleh kelompok al-Qaeda.46. 
Peristiwa tersebut dkenal dengan 9/1147 Peristiwa ini telah merubah 
pahaman AS terhadap ―terorisme‖  dan menjadikannya isu 
internasional setelah Presiden Amerika secara resmi 
mendeklarasikan perang terhadap terorisme (war on terror) sebagai 
tindak lanjut penabrakan menara kembar World Trade Center di 
New York. Perang terhadap terorisme dilakukan sebagai bentuk 
self-defence atas teror yang terjadi di pusat perdagangan Amerika 
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 Tobias Ruettershoff, Terrorising Terrorists – The „targeted killing‟ of terrorists on foreign 
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Serikat tersebut. 48 Seminggu kemudian, President Bush memberi 
kewenangan terhadap CIA49. dengan kewenangan melakukan 
―whatever necessary” untuk membunuh Osama bin Laden dan 
membuka jaringan Al- Qaeda. 
Doktrin Bush, dibentuk oleh Strategi Keamanan Nasional  AS 
pada tahun 2002, yang merupakan sebuah usaha untuk 
menghubungkannya dengan  hukum kebiasaan internasional , dan 
mengadopsi strategi ―pre-emptive war”  untuk mencegah dan 
mengantisipasi sebuah kejahatan. Negara diijinkan untuk 
melakukan usaha self defense  menghadapi agresi dalam Hukum 
Perjanjian Internasional hanya dalam  ranah  serangan 
bersenjata.50 Sebagai aksi self-defense , AS meluncurkan perang di 
Afghanistan dan memulai  ―penyapuan dan tindakan rahasia yang 
paling mematikan ‖ yang pernah dilakukan oleh CIA.51  
Kebijakan pemerintahan Presiden George W. Bush tentang 
"Perang Melawan Terorisme" secara umum tergambar dalam 
sejumlah dokumen seperti The National Security Strategy to the 
United States of America (2002), National Security Strategy to  
Combat Weapons of Mass Destruction (2002), dan National 
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Strategy for Combating Terrorism (2003); sejumlah "Executive 
order" dari Presiden, dan pidato-pidato presiden George W. Bush 
yang kemudian dijadikan dasar pengambilan kebijakan dalam 
perang melawan terorisme52   
Penggunaan label  ―War on Terror” dengan sengaja  
menciptakan isu-isu melampaui batasan-batasan geografik perang. 
Sepertinya konflik yang terjadi  telah menghapus batasan teritorial, 
dan mengaburkan status konflik dalam Hukum Internasional 
.Seperti yang telah disebutkan di atas, pengaplikasian Hukum 
Humaniter didasarkan pada keberadaan dua  klasifikasi konflik 
yang berbeda: international dan non-international armed conflict. 
Untuk menempatkan ―War on Terror” dalam salah satu klasifikasi 
konflik  ini menjadi sangat sulit dikarenakan relatifitas alami konflik..  
―War on Terror,‖ secara umum menggambarkan , ikatan  Negara-
negara korban dalam konflik kekerasan  terhadap  kelompok non-
state yang tidak beroperasi secara sendiri, pada suatu territorial 
khsusus . Pemerintahan Bush menyatakan bahwa peristiwa 9/11 
dengan sendirinya mencetuskan hak self-defense terhadap al-
Qaeda dan  Taliban, memercik konflik bersenjata dengan kesatuan 
-- a ‗Global War on Terror‟ (GWOT). GWOT dikonseptualkan 
sebagai non-international armed conflict melawan non-state actors  
tanpa batasan territorial. 
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Pemerintah Amerika Serikat berdalih bahwa teroris bukan 
anggota armed forces dalam kancah peperangan53 dan tidak dapat 
dianggap sebagai lawful combatants54 yang dilindungi oleh 
Konvensi Genewa I sampai IV.  Berdasarkan pandangan ini, 
barangsiapa yang berpartisipasi aktif dalam tindakan yang 
dianggap sebagai pelanggaran hukum perang termasuk pihak yang 
memerintahkan untuk melaksanakan kejahatan perang, maka akan 
diperlakukan sebagai penjahat perang dan jika tertangkap akan 
diperlakukan sebagai penjahat perang yang tidak memiliki hak 
sebagaimana tawanan perang (prisoner of war) berdasarkan 
Konvensi Jenewa.55 
4. Taliban dan Al-Qaeda 
       Dalam ―War on Terror‖ AS memburu keberadaan Al-Qa‘ida 
yang dipercaya sebagai jaringan teroris yang bertanggung jawab 
terhadap peristiwa 9/11 dan juga menyatakan perang dengan 
pemerintah Taliban yang dianggap turut membantu Al-Qa‘ida. 
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The Handbook Of Humanitarian Law In Armed Conflicts 70 (Dieter Fleck, ed. 1995.  
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a. Taliban  
      Taliban adalah kelompok Islam Sunni yang sedang berpusat di 
Pashtun dan Pakistan. Mengontrol Afghanistan sejak  1996 hingga 
infasi Amerika di tahun 2001. Invasi ini dimulai pada bulan Oktober 
sampai dengan bulan November 2001 dengan secara mengejutkan 
sehingga pihak Taliban langsung keluar dari ibukota Afganistan, 
Kabul sehingga pihak Amerika relatif cepat dan mudah 
menguasainya.56 Pemimpin seniornya adalah  Mul- lah Muhammed 
Omar. Dan sedang mendirikan  Council of United Mujahedeen, 
yang merupakan inisiatif  Mullah, yang memimpin Taliban  dan 
secara terang-terangan, diakui oleh Afganistan melawan  kehadiran 
Amerika di Afghanistan.  .57 
b. Al-Qa'ida  
       Al-Qa‘ida merupakan  organisasi multi-nasional dengan 
kemampuan "bermanuver seperti Bunglon‖. Organisasi paramiliter 
fundamentalis Islam Sunni yang salah satu tujuan utamanya adalah 
mengurangi pengaruh luar terhadap kepentingan Islam.58Al-Qa‘idah 
adalah suatu  Digolongkan sebagai organisasi teroris internasional 
oleh AS, Uni Eropa, PBB, Britania Raya, Kanada, Australia dan 
beberapa negara lain.  Kepemimpinan berpusat di  Waziristan di 
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Pakistan Utara. Area ini telah menjadi lokasi penyerangan  
Drones.59 
 
C. Targeted Killing 
1. Definisi Targeted Killing 
Targeted killing telah menjadi kebiasaan dalam strategi 
melawan terorisme. Dalam perang melawan teror, operasi 
pembunuhan berencana dilakukan dengan menarget individu-
individu yang dianggap terlibat langsung dengan aksi terorisme 
untuk mengeleminasi ancaman nyata yang dapat dilakukan oleh 
individu-individu tersebut. 
Hingga saat ini, belum ada definisi  yang dapat diterima secara 
umum mengenai targeted killing. Beberapa pengertian yang 
mengenai targeted killing dalam beberapa sumber adalah sebagai 
berikut:  
       Nils Melzer, seorang penasehat umum terkemuka Panitia 
Internasional Palang Merah dan penulis Targeted Killing in 
International Law, mendefinisikan targeted killing sebagai : 
―the use of lethal force attributable to a subject of international 
law with the intent, premeditation and deliberation to kill 
individually selected persons who are not in the custody of those 
targeting them,”60  
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dapat dilihat bahwa targeted Killing atau pembunuhan berencana 
didefinisikan sebagai penggunaan aksi kekerasan mematikan terhadap 
subyek hukum internasional dengan intensi, perencanaan serta tujuan 
untuk membunuh orang-orang yang ditarget secara individual yang 
tidak sedang dalam penahanan oleh pihak-pihak yang menarget 
mereka. 
Sedangkan Gary D. Solls mendefinisikan targeted killing sebagai : 
“ the intentional killing of specivic civillian or unlawful combatant 
who can not reasonably by apprehended, who is taking a direct part 
in hostilities, the targeting done at the direction of the state , in the 
context of an international or non-international armed conflict”61 
 
Solis melihat targeted killing sebagai pembunuhan yang disengaja 
terhadap penduduk sipil atau unlawful combatant yang secara 
beralasan tidak dapat ditahan, yang secara langsung mengambil 
bagian atau turut campur dalam persengketaan atau pertempuran, dan 
penargetan  dilaksanakan berdasarkan arahan negara, dalam konteks 
sebuah sengketa bersenjata internasional atau non-internasional. 
Thomas B. Hunter, penulis ―Targeted Killing: Self-Defense, 
Preemption,    and the War on Terrorism,‖ menguraikan targeted killing 
sebagai :  
―the premeditated, preemptive, and deliberate killing of an individual 
or individuals known to represent a clear and present threat to the 
safety   and security of a state through affiliation with terrorist 
groups or individuals. 62 
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Hunter menuliskan bahwa yang menjadi sasaran adalah orang  yang    
diduga turut campur dalam konflik bersenjata ataupun terorisme, 
apakah dengan menjadi bagian dari pasukan atau cara lainnya, dan 
telah dianggap kehilangan kekebalannya yang dilindungi dalam 
Konvensi Jenewa ketiga sebagai target. Hunter membedakan antara 
"targeted killing" dan  "targeted violence" yang digunakan oleh para 
ahli yang mempelajari kekerasan . Impementasi tindakan ini harus juga 
dibenarkan di tingkat pemerintah, dan untuk menyetujui tindakan 
seperti targeted killing ini ,adalah keputusan yang sulit.63 
Machon, mengacu pada pendapat bahwa ‗targeted killing‟ sebagai 
―intentional slaying of a specific individual or group of individuals 
undertaken with explicit governmental approval,‖64 . Machon melihat 
targeted killing sebagai pembunuhan berencana terhadap indivdu atau 
kelompok yang spesifik dibawah persetujuan pemerintah secara 
eksplisit.  
Studi yang dilakukan oleh Human Rights Council of the United Nations 
di tahun 2010 menjelaskan targeted killing sebagai:  
―the intentional, premeditated and deliberate use of lethal force, by 
states or their agents acting under colour of law, or by an organized 
armed group in armed conflict, against a specific individual who is 
not in the physical custody of the perpetrator,” (U.N. HRC 4).65 
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Dapat dilihat bahwa targeted killing dinilai sebagai sebuah 
perencanaan, penggunaan kekerasan mematikan yang 
dipertimbangkan dan disengaja, oleh negara atau agen yang bertindak 
dibawah hukum, atau oleh kelompok bersenjata yag terorganisir, 
terhadap individu yang spesifik yang tidak berada dalam penahanan 
fisik pelaku.  
Selain itu, Kenneth Anderson yang merupakan seorang Profesor 
dari  America University mendefinisikan targeted killing sebagai  “the 
intentional, directed targeting of a person with lethal force intended to 
cause his death. It is not an unintended collateral killing,”  . beliau 
menjelaskan  bahwa targeted killing merupakan sebuah kesengajaan , 
penargetan yang diarahkan terhadap seseorang dengan kekerasan 
mematikan yang diharapkan dapat menyebabkan kematian. Dan hal ini 
bukanlah pembunuhan yang tidak disengaja. 
       Solis menyatakan bahwa untuk melaksanakan  targeted killing : 
(i)harus ada konflik bersenjata, baik bersifat internasional maupun  
non-internasional; (ii) korban harus ditargetkan secara rinci ; (iii) 
korban tidak mungkin  dapat ditangkap; (iv) pembunuhan harus 
mendapatkan hak oleh pimpinan militer senior atau kepala 
pemerintahan; (v) dan target harus kombatan atau seseorang yang 
secara langsung berpartisipasi dalam permusuhan . tetapi 
beberapa sarjana mencari untuk menggunakan definisi yang 
didasarkan pada hak asasi manusia. 66 
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Tiga manfaat targeted killing yang diketahui adalah: 67 
a. targeted killings menghilangkan kemampuan  kepemimpinan sebuah 
organisasi teroris ;  
b. targeted killings menghalangi berkembangnya kekerasan teroris 
terhadap Negara;  
 c. targeted killings merupakan pertanda dari sebuah sikap Negara  
untuk melawan terorisme.  
 
Targeted killing memiliki enam komponen : 68  
a. kekerasan mematikan (lethal force)  dengan sengaja: Pertama, 
targeted killing selalu menggunakan ―lethal force” terhadap target, 
tanpa adanya tujuan untuk melakukan penangkapan terhadap 
target. Ketika metode pembunuhan dapat dilakukan  , operasi 
targeted killing harus dilakukan dengan senjata atau strategi yang 
dimaksudkan untuk mengambil kehidupan seseorang. Operasi ini 
harus ditujukan untuk membunuh individu yang ditargetkan sejak 
awal. Oleh karena itu, pembunuhan yang merupakan kecelakaan, 
tidak disengaja,dan tidak diharapkan, tidak dapat dinyatakan 
sebagai targeted killing.  
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b. penargetan harus dipertimbangkan dan secara  spesifik : kedua, 
target haruslah spesifik. Pilihan harus didasarkan pada sebuah 
pertimbangan secara sadar dan tidak secara acak ataupun karena 
dorongan hati. Operasi targeted killing bergantung pada misi 
terencana untuk membunuh individu yang ditargekan secara 
spesifik.  
c. ketiga, target dalam sebuah operasi harus penduduk  sipil atau 
―unlawful combatant.‖ Penargetan terhadap individu membedakan  
targeted killing dari  organisasi militer yang melawan sekelompok 
orang. Demikian juga, penargetan seorang penduduk sipil atau 
―unlawful combatant” harus dibedakan  dengan targeted killings dari 
pembunuhan kombatan yang sah dalam international dan  non-
international armed conflict.  
d. Target harus berpartisipasi secara langsung dalam peperangan; 
keempat, target pembunuhan harus secara langsung turut campur 
dalam pertikaian melawan negara. Walaupun pengertian yang tepat 
dari   “direct participation‖ masih diperdebatkan , standar yang 
digunakan biasanya melibatkan pihak-pihak yang dirasa 
mengancam keamanan nasional Negaranya pada saat sekarang 
atau di masa depan.  
e. Target tidak berada dalam penahan fisik  negara atau state-
sponsored actor : kelima,  target operasi  tidak boleh berada dalam 
penahan secara fisik negara atau state-sponsored actor pada masa 
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pembunuhan. Kurangnya penjagaan fisik sangat penting untuk 
membedakan targeted killing dengan  “extrajudicial execution” dan 
―extrajudicial killing” yang tidak sah yang mana targetnya mungkin 
berada dalam penahanan saat kematiannya .  
f. Pelaku adalah negara atau state-sponsored actor : yang terakhir, 
agen yang bertindak pada targeted killing haruslah negara atau 
state-sponsored actor yang menjadi subjek dalam hukum 
internasional. Sangat penting untuk membedakan operasi targeted 
killing dari assassination yang bersifat politis yang tidak didukung 
oleh negara. 
       Targeted killing ini dilakukan dengan tujuan akhir berupa kematian 
dari individu atau kelompok individu, dan kematian sendiri merupakan 
hukuman permanen yang tidak dapat dibatalkan maupun digugat. 
Individu yang ditargetkan telah diabaikan hak dasarnya menurut sistem 
legal dan demokratis modern. Individu tersebut tidak dapat melakukan 
perlawanan hukum, menyanggah bukti bahwa dirinya terlibat dalam 
aksi terorisme maupun saksi-saksi yang memberatkannya, serta telah 
diabaikan dari praduga tidak bersalah hingga terbukti bersalah melalui 
pengadilan hukum yang adil.69 
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2.  Latar Belakang Sejarah Targeted Killing 
       Untuk beberapa dekade, Israel telah memimpin sebagai negara 
yang menggunakan kebijakan targeted killing 70. Penggunaan targeted 
killing dengan kekuatan militer konvensional menjadi kebiasaan sejak 
intifada71 pertama dan intifada kedua, ketika kekuatan keamanan Israel 
menggunakan strategi ini untuk membunuh orang ataupun kelompok 
Palestina yang dianggap sebagai lawan.72 Pejabat Pemerintahan Israel 
memandang targeted killing sebagai jalan terbaik. Menurut salah satu 
senior, Shin Bet (Agen Keamanan Israel) , dengan menangkap teroris 
mereka dapat mengumpulkan informasi berharga, dan targeted killing 
juga sebagai usaha untuk menghindari kerusakan fatal.73 
       Israel mengakui telah melakukan ―preventive strikes” atau 
serangan pencegahan sejak awal intifada kedua pada September 
tahun 2000 dan menyatakan prosedur ini sebagai alat yang dilegitimasi 
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sebagai metode melawan terorisme 74. Bahkan sebelum itu, sejak 
kemerdekaannya di tahun 1948, Israel telah menggunakan kebijakan 
targeted killing. Dan telah membunuh beberapa musuh, mencakup 
para petugas inteligen di tahun 1950-an, insinyur pengembangan misil 
Jerman untuk Mesir di tahun 1960an, teroris Black September setelah 
Pembantaian Munich Olympics di tahun 1972, dan pemimpin dari 
organisasi Palestina dan Libanon seperti sekertaris Jendral Hezbollah 
Hun pada 1992.75 
       Pada awal intifada kedua,  kuantitas dan kualitas targeted killing 
telah berubah. Sebelumnya tidak pernah ada begitu banyak militan 
yang meninggal dalam waktu yang sangat singkat . Mahkamah Agung 
Israel memperkirakan bahwa pada tahun 2000 – 2006 lebih dari 300 
anggota organisasi teroris telah terbunuh dengan operasi targeted 
killing , sekitar 150 masyarakat sipil yang ada pada jarak  dekat 
dengan lokasi penyerangan ikut terbunuh dan ratusan korban terluka.76 
Beberapa anggota tinggi pengatur Fatah dan Hamas telah terbunuh 
selama  Second Intifada.77 (korban pertama adalah Hussein ‗Abayat 
yag terbunuh di mobilnya pada 9 November tahun  2000 karena tiga  
misil ditembakkan dari sebuah helikopter  IDF. Bersamanya , dua 
wanita yang sedang  menunggu taxi disekitar tempat itu juga 
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terbunuh). Pembunuhan Sheikh Ahmed Yassin, pendiri dan 
pemimmpin spiritual  Hamas, pada 22 Maret, 2004 dan Abdel Aziz 
Rantinisi pada 18 April , 2004 mengundang perhatian dunia. Pada Juli 
2005, Israel melanjutkan kebijakan targeted killing setelah dihentikan  
untuk beberapa bulan. Pada tanggal 15 Juli, enam aktifis Hamas 
terbunuh di bank barat oleh serangan misil di mobil mereka. Hingga 
saat ini, Israel masih berpegang kepada kebijakan  targeted killing.  78 
       Selain Israel, AS merupakan Negara yang sedang mengikatkan 
diri dengan kebijakan targeted killing. AS mengadopsi kebijakan Israel 
ini setelah peristiwa 9/11. Dalam beberapa dekade, targeted killing 
Amerika Serikat setidaknya  telah bertempat dalam enam Negara: 
Afghanistan, Iraq, Pakistan, Somalia, Syria, and Yemen. Dalam lima 
tahun terakhir , mereka menggunakan serangan udara. 79 
3. Targeted Killing Amerika Serikat 
       Amerika Serikat mengadopsi kebijakan targeted killing sebagai 
strategi dalam mengejar  pertanggung-jawaban para teroris yang telah 
menyerang Amerika dan menghancurkan gedung WTO dalam 
peristiwa 9/11. Pentagon dan Central Intelligence Agency telah 
melakukan praktek targeted killing yang kontroversial dengan frekuensi 
yang lebih besar di beberapa tahun terakhir. Seperti bagian dari 
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operasi perang di Afghanistan dan Iraq, serta usaha kontra-terorisme 
di Pakistan, Yaman, dan Somalia.80 
       Sejak dimulainya  ―War on Terror,” targeted killing telah menjadi 
senjata utama dalam melawan terorisme pada masa  pemerintahan 
Obama. Pemerintahan George W. Bush dan Obama membenarkan 
targeted killings berdasarkan hukum domestik dan hukum 
Internasional. Hukum domestik mendukung operasi kontra-terorisme 
AS dan targeted killing anggota Taliban, al-Qaeda, serta pihak-pihak 
yang bergabung dengan mereka melalui Authorization of the Use of 
Military Force (setelah ini akan disingkat AUMF)  2001. Pada 18 
September , 2001, dalam resolusi lanjutan pada  kongres ke – 107 , 
melalui kewenangan AUMF,  AUMF memberikan kekuasaan kepada  
eksekutif untuk  menggunakan ―semua hal yang dianggap penting dan 
kekerasan yang sesuai terhadap Negara-negara tersebut , organisasi-
organisasi, atau orang-orang yang merencanakan ,memberi hak, 
melakukan , membantu serangan teroris‖ dalam mengejar 
pertanggung-jawaban para teroris yang melakukan penyerangan di 
New York, Virginia, dan  Pennsylvania pada 11 September 2001.  
       Melalui penggunaan AUMF, AS membuat sebuah argumentasi 
pengesahan mengenai pertimbangan hukum perang dalam kerangka 
jus ad bellum.  AS mengklaim bahwa ―konflik bersenjata yang 
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berkelanjutan ini, memiliki kewenangan di bawah hukum internasional , 
dan tanggung jawab terhadap rakyatnya, untuk menggunakan 
kekerasan , termasuk kekerasan mematikan, untuk membela dirinya‖81 
       Dalam Piagam PBB, Artikel 2(4) diatur pelarangan tehadap 
ancaman atau penggunaan kekuatan oleh suatu Negara terhadap 
Negara  lain, namun terdapat pengecualian : (1) ketika penggunaan 
kekuatan dilaksanakan dengan persetujuan Negara tuan rumah ; dan 
(2) ketika penggunaan kekuatan adalah self-defense sebagai sebuah 
―imminent threat‖, dan ketika Negara tuan rumah dalam keadaan  
―unwilling” atau “unable‖ untuk mengambil tindakan yang sesuai.  
      White House menjaga hak self-defense yang dimiliki AS , yang 
tertera dalam Artikel 51Piagam PBB,  bahwa sangat  memungkinkan 
bagi AS untuk melakukan   targeted killing terhadap seseorang seperti 
terhadap pemimpin tinggi Al-Qaida yang merencanakan penyerangan, 
di dalam dan di luar arena peperangan yang diumumkan. Pemerintah 
memiliki hak prerogative untuk mengejar target di negara lain secara 
sepihak tanpa persetujuan terlebih dahulu jika Negara tersebut 
―unwilling” atau  ―unable”  dalam penyelesaian ancaman secara efektif 
seperti  pada penyerbuan Navy SEAL yang membunuh Osama bin 
Laden.82 
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       AS melakukan sejumlah operasi targeted killing di Pakistan, 
namun tidak seluruhnya mendapatkan persetujuan dari pemerintah 
Pakistan. Sejak 9/11 predator drones dilaporkan telah digunakan 
berkali-kali oleh AS untuk menembak target di Afganistan, Iraq, 
Pakistan, Yaman,dan  tempat lainnya. Operasi  targeted killing telah 
sukses membunuh anggota senior Al-Qaeda, termasuk pemimpin 
operasi militernya, Mohammad Atef.83 
       Pemerintahan President Barack Obama melanjutkan kebijakan 
targeted killing Bush: sebab dalam faktanya,  targeted killing telah 
menciptakan ―peningkatan drastis‖ dalam peluncuran serangan misil 
drones terhadap anggota Al-Qaeda dan Taliban di Pakistan. Mata-
mata CIA telah dilibatkan dalam operasi targeted killing di Yaman dan 
Somalia dan bekerja dengan baik. Walaupun di Yaman operasi ini 
dilakukan oleh pasukan Yaman sendiri,  CIA tetap mendampingi dalam 
hal perencanaan , suplai amunisi, dan bimbingan taktis. Obama juga 
telah memberikan otoritas sepenuhnya kepada CIA dan militer untuk 
membunuh penduduk Amerika yang berada di luar negeri, jika mereka  
terlibat dalam terorisme terhadap AS. 84 
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4. Metode Targeted Killing :85 
a. Drone Strikes 
       Serangan penargetan diluncurkan dari unmanned aerial vehicles, 
atau drones, telah dikembangkan dibawah pemerintahan Obama. 
Sebuah studi yang dilakukan oleh New American Foundation 
melaporkan bahwa dalam dua tahun pertama  masa jabatannya, 
angka penyerangan yang dilakukan oleh Presiden Obama adalah 
empat kali lebih banyak dibanding dengan penyerangan yang 
dilakukan oleh Presiden Bush dalam delapan tahun masa 
pemerintahannya. Laporan di beberapa media meng-klaim bahwa  
serangan yang telah diluncurkan sejak tahun 2009 hingga Januari 
2013, diperkirakan telah  membunuh militan  sebanyak 1,299 hingga 
2,264 jiwa.  
b. Kill/Capture Missions 
       Sejak pemerintahan  President Obama , Pentagon telah 
meningkatkan penggunaan operasi khusus penggrebekan  (juga 
dikenal dengan kill/capture missions). Dari  675 penyerbuan rahasia di 
tahun 2009 telah  meningkat drastis menjadi  2,200 di tahun 
2011. Menurut Pentagon, sekitar 90 persen dari penyerbuan malam 
berakhir tanpa penembakan. Penyerbuan rahasia diarahkan oleh  
unsur terpilih militer AS yang dikenal sebagai Joint Special Operations 
Command (JSOC). Komando rahasia ini terdiri dari personil-personil  
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hebat dari tim seperti Navy SEALs dan Army Delta Force, dan 
berkoordinasi dengan cabang eksekutif.  Penduduk sipil dan 
pemerintah lokal telah mengutuk penyerbuan malam, dan 
mengatakannya  sebagai penyerangan secara budaya,  dinyatakan 
bahwa tentara AS sering memasuki rumah di tengah malam, pada saat 
di dalam rumah terdapat para wanita dan  juga menggunakan anjing 
dalam pecarian mereka, sedangkan hal ini dipandang haram dalam 
budaya Muslim. 
 
 
D. Penggunaan Drones oleh Amerika di Pakistan 
1. Drones 
       Unmanned Aerial Vehicle atau disingkat UAV, adalah sebuah 
mesin terbang yang berfungsi dengan kendali jarak jauh 
oleh pilot atau mampu mengendalikan dirinya sendiri, 
menggunakan hukum aerodinamika untuk mengangkat dirinya, bisa 
digunakan kembali dan mampu membawa muatan baik senjata 
maupun muatan lainnya . Penggunaan terbesar dari pesawat tanpa 
awak ini adalah dibidang militer. Rudal walaupun mempunyai 
kesamaan tapi tetap dianggap berbeda dengan pesawat tanpa 
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awak karena rudal tidak bisa digunakan kembali dan rudal adalah 
senjata itu sendiri.86 
Pesawat tanpa awak memliki bentuk, ukuran, konfigurasi dan 
karakter yang bervariasi. Sejarah pesawat tanpa awak 
adalah Drone, pesawat tanpa awak yang digunakan untuk sasaran 
tembak. Perkembangan kontrol otomatis membuat pesawat 
sasaran tembak yang sederhana mampu berubah menjadi pesawat 
tanpa awak yang kompleks dan rumit.87 
Perkembangan dari unmanned aerial vehicle (UAV) atau 
pesawat tanpa awak telah berkembang beberapa dekade sekarang 
ini. Perkembangan ini dipacu karena adanya konflik global dan 
memberikan revolusi dalam dunia penerbangan. Alasan utama 
dalam pembuatan UAV adalah agar para pilot mengontrol 
pesawatnya dengan sistem kontrol eksternal. Konfigurasi dari 
penggunaan pesawat tanpa awak ini bersifat aerodinamis, taktis 
dan keuntungan ekonomi.88 
Kontrol pesawat tanpa awak memiliki dua variasi utama, variasi 
pertama yaitu dikontrol melalui pengendali jarak jauh dan variasi 
kedua adalah pesawat yang terbang secara mandiri berdasarkan 
program yang dimasukan kedalam pesawat sebelum terbang. Saat 
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ini, pesawat tanpa awak mampu melakukan misi pengintaian dan 
penyerangan. Walaupun banyak laporan mengatakan bahwa 
banyak serangan pesawat tanpa awak yang berhasil tetapi pesawat 
tanpa awak memiliki  reputasi yang buruk dalam menyerang secara 
berlebihan atau menyerang target yang salah.89 
Pesawat tanpa awak juga semakin banyak digunakan untuk     
keperluan sipil (non militer) seperti pemadam kebakaran , 
keamanan non militer atau pemeriksaan jalur pemipaan. Pesawat 
tanpa awak sering melakukan tugas yang dianggap terlalu buruk 
dan terlalu berbahaya utnuk pesawat berawak. Senjata ini dipilih 
untuk digunakan oleh Amerika Serikat di Abad 21. Drones pertama 
kali digunakan oleh Militer Amerika Serikat  di Kosovo dan  Bosnia 
Herzegovina90 untuk tujuan pengawasan namun sekarang secara 
luas menyebar dalam perang  Iraq dan Afganistan untuk 
pengawasan dan targeted killing terhadap  enemy combatants. 91  
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Predator Drone menembakkan rudal-rudal atau 
menjatuhkan bom yang mampu menimbulkan kerusakan yang 
sangat serius.92 
Drone atau UAV memiliki berbagai macam jenis dan jeis-jenis 
Drone dapat dilihat dalam penjelasan berikut : 93 
a) RQ-8A Fire Scout: Helikopter tanpa awak ini diadopsi 
dari jenis helikopter ringan Schweizer Model 330SP. 
RQ-8A Fire Scout digunakan oleh U.S. Navy dalam misi 
pengintaian. Helikopter ini dapat beroperasi selama 
empat jam lebih dengan jarak 120 mil dari pusat 
kendali. Fire Scout dilengkapi dengan sistem navigasi 
berbasis GPS dan mampu beroperasi secara otonom. 
Karena mampu beroperasi secara otonom, pusat 
kendali dapat mengendalikan tiga helikopter tak 
berawak ini secara simultan. Sea Scout, kembangan 
dari helikopter tak berawak ini, bahkan mampu 
mengangkut rudal udara-darat (air-to-surface missiles) 
untuk misi pengeboman. 
b) RQ-2B Pioneer: Pesawat tanpa awak ini adalah hasil 
kolaborasi antara AAI Amerika dan Israel Aircraft 
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Industries. Pesawat ini telah dipergunakan oleh U.S. 
Marine Corps, U.S. Navy dan U.S. Army sejak 1986. 
Pioneer bertugas melakukan pengintaian, pengawasan, 
pencarian target, dan mendukung penembakan 
angkatan laut baik pada siang hari maupun malam hari. 
Pesawat ini dapat diluncurkan dari kapal dengan 
bantuan dorongan roket atau diluncurkan dari darat 
dengan bantuan ketapel. Dengan panjang badan 14 
kaki dan rentang sayap 17 kaki, Pioneer dapat terbang 
hingga ketinggian 15,000 kaki selama lima jam. Pioneer 
dapat mengangkut beban hingga 37 Kg dan dapat 
dilengkapi dengan sensor optic atau infrared dan alat 
pendeteksi ranjau. 
c) Boeing Scan Eagle : Pesawat berbobot 20 Kg ini dapat 
terbang selama 15 jam dengan ketinggian lebih dari 
16,000 kaki dan kecepatan 60 mil per jam. Pesawat ini 
dapat diluncurkan baik dari darat maupun dari kapal 
laut. Scan Eagle adalah pesawat tanpa awak yang tidak 
dapat dideteksi oleh radar, selin itu suaranya pun 
hampir tidak terdengar. Scan Eagle terbang dengan 
dipandu sistem GPS dan dilengkapi dengan kamera 
dan sensor infra- red.      
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d) Northrop Grumman Global Hawk: Global Hawk adalah 
pesawat tanpa awak yang terbesar dan tercanggih di 
dunia saat ini. RQ-4 Global Hawk adalah pesawat tanpa 
awak pertama yang mem[eroleh sertifikasi dari FAA 
(badan penerbangan Amerika) untuk terbang dan 
mendarat di bandara sipil secara otomatis. Karena 
keunggulannya ini, Global Hawak diharapkan dapat 
menjadi perintis pesawat penumpang dengan pilot 
otomatis dimasa mendatang. Pada saat pengujian, 
Global Hawk mampu terbang dari Amerika Serikat 
menuju Australia pulang pergi dengan membawa 
sejulah alat pengintai. Untuk keperluan militer, pesawat 
ini dapat dipergunakan untuk melakukan pengintaian, 
pengawasan dan survey intelejen pada daerah yang 
luas dan dalam jangka waktu yang lama.    
e) General Atomics MQ-9 Reaper: Reaper adalah pesawat 
multi fungsi tanpa awak yang dikembangkan untuk 
menjadi mesin penghancur. Dalam operasi militer 
Amerika di Afghanistan dan Irak, MQ-9 dilengkapi 
dengan rudal AGM-114 Hellfire dan dipergunakan untuk 
memburu dan menghancurkan target. Pesawat ini dapat 
mengangkut beban hingga lima ton, berkecapatan 230 
mil per jam pada ketinggian 50,000 kaki dan dapat 
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terbang sejauh 3,682 mil. Pesawat ini dilengkapi 
dengan IR targeting sensor, laser rangefinder dan 
synthetic aperture radar. MQ-9 dapat dibongkar pasang 
dan diangkut ke berbagai lokasi dengan mudah.   
f) AeroVironment Raven dan Raven B: RQ-11A Raven, 
yang dibuat pada tahun 2002- 2003, adalah versi kecil 
dari 1999-vintage AeroVironment Pointer, yang 
dilengkapi dengan GPS navigation system, dan 
peralatan control. Badan pesawat ini terbuat dari Kevlar 
dan berbobot, dua Kilogram. Pesawat tanpa awak ini 
memiliki radius operasi lebih dari 6 mil dan dapat 
terbang selama 80 menit pada kecepatan 60 mil per 
jam. Raven B dilengkapi dengan berbagai jenis sensor 
dan laser target designator.   
g) Bombardier CL-327: Karena bentuknya yang unik, 
pesawat tanpa awak ini sering disebut sebagai kacang 
terbang. Bombardier CL-327 VTOL adalah pesawat 
pengawas tanpa awak yang dimotori mesin Williams 
International WTS-125 turboshaft engine berdaya 100 
tenaga kuda. Dengan bobot maksimum 300 Kg saat 
takeoff, CL-327 dapat difungsikan sebagai alat relay 
komunikasi, menginspeksi keadaan lingkungan dan 
melakukan patroli di daerah perbatasan. Pesawat ini 
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telah banyak membantu aparat dalam upaya 
pemberantasan narkotika dan dalam operasi-operasi 
pengintaian militer. Pesawat ini dapat mengudara 
selama lime jam dan dilengkapi dengan berbagai 
sensor, datalink systems dan sistem navigasi baik 
berupa GPS maupun inertial navigation systems.      
h) Yamaha RMAX: Pesawat ini adalah pesawat terbang 
tanpa awak yang paling banyak dipergunakan di dunia 
untuk keperluan non militer. Helikopter mini Yamaha 
RMAX, dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan 
misalnya untuk menyemprotkan pestisida dan pupuk, 
dan melakukan survey untuk keperluan penelitian. 
Helikopter ini mempergunakan mesin YAMAHA dua 
langkah dan dapat terbang hingga ketinggian 500 kaki.    
i) Lockheed Martin Desert Hawk: Desert Hawk mulai 
diproduksi pada tahun 2002, untuk memenuhi 
kebutuhan militer Amerika dalam misi-misi pengawasan 
di Irak. Desert Hawk digerakkan dengan mesin listrik 
dan dilengkapi dengan GPS. Pesawat ini dapat terbang 
hingga ketinggian 1000 kaki dan beroperasi secara 
otonom dengan panduan GPS. Pesawat tanpa awak ini 
dapat terbang dengan kecepatan 57 mil per jam dalam 
radius tujuh mil.      
lxxv 
 
j) General Atomics MQ-1 Predator: Predator yang mampu 
terbang dengan kecepatan 135 mil per jam ini adalah 
pesawat pengintai tanpa awak yang dilengkapi dengan 
persenjataan tempur. Predator mampu terbang hingga 
ketinggian 25,000 kaki dan menempuh jarak 450 mil. 
Predator dilengkapi dengan dua rudal AGM-114 Hellfire 
berpemandu laser. Pesawat ini merupakan pesawat 
terbang tanpa awak pertama yang dapat 
menghancurkan terget-terget di darat. Predator pertama 
kali dipergunakan dalam operasi militer Amerika di 
Afghanistan. 
       AS memiliki dua  „squadron‟  drone bersenjata yang 
terpisah satu dijalankan oleh US Air Force dan yang lainnya 
dijalankan oleh CIA. Menggunakan drones, USAF telah 
meningkatkan jumlah patrol udara, yang dapat terbang 
dengan 600 persen  sejak enam tahun lalu ; tentu saja pada 
setiap waktunya, setidaknya ada 36 pasukan  UAVS melewati 
Afghanistan dan Iraq.  Direktur CIA , Leon Panetta mengataka 
bahwa Drone adalah ―the only game in town.‖ CIA telah 
menggunakan Drones di Pakistan dan Negara lain dalam 
pembunuhan ―terrorist leaders.‖ Dimana program ini 
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merupakan inisiatif pemerintahan Bush , dan semakin 
berkembang dalam pemerintahan Obama .94  
Kini penggunaan drones dilakukan dalam perang 
melawan Taliban di Pakistan, hal ini merupakan strategi untuk 
membunuh para kontra terorisme, daripada menangkap 
mereka. 95  
2. Penggunaan UAVs atau Drones di Pakistan 
Pemerintah Amerika Serikat  telah membuat ratusan 
serangan dengan penargetan di Pakistan Utara sejak 2004 
dengan menggunakan drones  (unmanned aerial vehicles) 
yang dikontrol oleh Divisi Aktivitas khusus  Central Intelligence 
Agency. Jumlah serangan melonjak drastis pada tahun 2008 
dan terus naik pada 2009. Serangan ini merupakan bagian 
dari  kampanye ― War On Terror”, mencari untuk 
menghancurkan militan  Taliban and al-Qaeda di Pakistan. 
Kebanyakan dari serangan ini ditargetkan pada Federally 
Administered Tribal Areas (FATA) sepanjang  Perbatasan 
Afganistan di Pakistan Utara. Serangan Drones ini dimulai 
oleh Presiden George W. Bush dan telah dilanjutkan di bawah 
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 Chris cole dan Jim Wright , Drone Wars  UK, diakses di    
http://dronewarsuk.wordpress.com/aboutdrone/ pada 12 April 2013 
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  Gary Solis, ―CIA Drone Attacks Produce America's Own Unlawful Combatants,‖ 
Washington Post (Washington), March 12, 2010,  http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2010/03/11/ AR2010031103653.html 
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kepresidenan  Barack Obama. Beberapa media mengacu 
pada istilah penyerangan "drone war".96 
Drones menyebabkan banyak korban yang berjatuhan tanpa 
memandang apakah kombatan atau non kombatan dan kerusakan 
yang disebabkan oleh rudal yang diluncurkan sangatlah berbahaya 
karena dapat menyebabkan kerugian secara besar-besaran. 
       Dalam ketidak jelasan (dan Pakistan secara formal menolak) 
konflik bersenjata di Pakistan, CIA telah mengambil alih hampir 
semua peran , mengarahkan target dan serangan . Ribuan orang 
telah tewas, termasuk beberapa warga sipil, akibat serangan-
serangan pesawat tanpa awak milik Amerika Serikat. Kelompok-
kelompok HAM telah mengecam serangan-serangan yang 
dilakukan sejak tahun 2004 tersebut. Senator AS, Lindsey Graham 
mengatakan, sekitar 4.700 orang telah tewas akibat serangan 
pesawat tak berawak AS sejak tahun 2004.97 
Serangan Drones Amerika secara berkala menyerang dengan 
melanggar kadaulatan Pakistan .di bawah hukum internasional, 
negara dilarang dalam menggunakan kekuatan dalam territorial 
Negara lain kecuali  Negara target telah menyetujui, atau negara 
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 Drone attacks in Pakistan , Wikipedia, Diakses di 
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yang menyerang sah menurut self defense.  Bagaimanapun, 
pendapat dari berbagai pejabat AS menyatakan bahwa mereka 
tidak mempertimbangkan legalitas penyerangan berdasarkan 
persetujuan Pakistan. Menurut AS.,  serangan drones dibenarkan 
berdasarkan self-defense.98  
Sebagai sebuah contoh kasus dalam hal ini adalah operasi 
penargetan AS yang berhasil membunuh Osama Bin Laden yang 
diyakini sebagai otak dari kelompok teroris Al-Qaeda. Kematian 
Osama merupakan keberhasilan bagi pemerintah AS dalam perang 
melawan terorisme. Dan langkah ini diambil berdasarkan penilaian 
terhadap ketidakmampuan Pakistan dalam mengadili Osama yang 
pada saat itu berada di wilayahnya dan tidak mampu menghentikan 
kelompok teroris tersebut beroperasi di wilayahnya. Sebelumnya, di 
tahun 2008 Presiden Barack Obama dalam pidatonya mengatakan 
―We must make it clear that if Pakistan cannot or will not act, 
we will take out high-level terrorist targets like Bin Laden if we 
have them in our sights.” 99 
Pernyataan tersebut direalisasikan oleh Pemerintah AS pada 2 
Mei 2011. Sekitar pukul 01.00 dini hari, dua helicopter Amerika MH-
60 Black Hawk, datang dari markas di Jalalabad/Afghanistan,     
rombongan mendekati lingkungan makmur Abbottabad di Pakistan 
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 Legality of US Drone Strikes in Pakistan.Di akses di  
http://crss.pk/downloads/Reports/Special-Posts/Legality-of-US-Drone-Strikes-in-
Pakistan.pdf pada 10 Maret 2013 
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 Tobias Ruettershoff  , Terrorising Terrorists – The ‘targeted killing’ of terrorists on foreign soil: 
Legal and political aspects, University of Surrey hlm. 1 
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di atas pesawat terdapat 24 tentara  United States Naval Special 
Warfare Development Group (DEVGRU) yang memburu pemimpin 
Al-Qaeda, Osama Bin Laden. Setelah mendarat, the troops 
menyerbu gedung, , yang kemudian terlibat baku tembak dengan 
pengawal Bin Laden..setelah mereka menaiki tangga, mereka 
menjangkau ruangan  Bin Laden di lantai tiga lalu mematikan Bin 
Laden dengan dua tembakan, satu di mata kirinya, dan satu lagi di 
dadanya. Tim angkatan bersenjata melaporkan ―Geronimo EKIA‖ 
kepada Presiden Obama, yang menyaksikan penggrebekan 
dengan anggota kunci dari pemerintahannya melalui live stream di 
sebuah ruangan White House.100  
       Penembakan Osama selain dianggap melanggar kedaulatan 
juga dianggap tidak sah karena pada saat penangkapan Bin Laden 
tidak bersenjata. Namun Steven  Ratner, seorang profesor 
Universitas Michigan,  Fakultas Hukum  mengatakan   
 “ a lot of it depends on wether you believe Osama Bin laden is 
combatant in war  or suspect in a mass murder, If bin laden  
was combatan, then wether he has a gun or  not really doesn‟t 
matter, you re lawfully permitted  to kill combatant.101 
Sebenarnya, warga sipil dapat ditargetkan dalam konflik 
bersenjata jika dan ketika mereka secara langsung berpartisipasi 
dalam permusuhan- misalnya dengan mengambil pistol untuk 
menembak tentara. Anggota angkatan bersenjata atau kelompok 
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bersenjata yang terorganisir juga mungkin ditargetkan. 
Kesulitannya adalah membedakan ketika sipil non-kombatan 
melewati batas berpartisipasi langsung dalam keanggotaan 
kelompok bersenjata, sehingga menjadi target potensial serangan. 
Di Pakistan, perbedaan ini diberikan faktor sosial dan lingkungan , 
bahkan lebih sulit .Seperti proliferasi senjata di daerah kesukuan 
dan pencampuran antara penduduk sipil dan kombatan.102 
Berikut ini adalah beberapa data mengenai serangan drones di 
Pakistan: 
Menurut New America Foundation : 
1) Serangan Drones AS , Statistik Perhitungan menurut New 
America Foundation.103 
(hingga 8 February 2013) 
Year 
Number of 
Attacks 
Number Killed 
Min. Max. 
2004 1 5 8 
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 The Year of the Drone: An Analysis of U.S. Drone Strikes in Pakistan, 2004–2012". 
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2005 3 12 13 
2006 2 90 102 
2007 4 48 77 
2008 36 219 344 
2009 54 350 721 
2010 122 608 1,028 
2011 72 366 599 
2012 48 222 349 
2013 8 47 58 
Total 350 1,967 3,299 
Dari data diatas terlihat bahwa total serangn yang dilakukan AS di 
Pakistan hingga 8 Januari 2013 sebanyak 350 serangan, angka 
minimal kematian adalah 1.967 dan maksimal 3.299 orang.  
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2) The Bureau of Investigative Journalism  memperkirakan hasil di    
bawah ini mengenai serangan Drones :104 
(hingga Januari 2013) 
 Total serangan: 362 
 Total korban terbunuh yang dilaporkan: 2,629 – 3,461 
 Korban sipil yang terbunuh : 475 – 891 
 Korban anak-anak yang terbunuh: 176 
 Total korban yang dilaporkan  terluka : 1,267 – 1,431 
 Serangan di bawah komando  Pemerintahan Bush : 52 
 Serangan di bawah komando Pemerintahan Obama : 310 
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 Woods, Chris; Lamb, Christina (4 February 2012). "Obama terror drones: CIA tactics 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
       Dalam penulisan skripsi ini , penulis memilih wilayah kota 
Makassar sebagai lokasi penelitian. Penulis melakukan studi ke 
perpustakaan pusat Universitas Hasanuddin dan pada perpustakaan 
Fakultas Hukum., Universitas Hasanuddin. Penulis juga dapat 
memperoleh informasi data-data yang berkenaan dengan judul skripsi  
di berbagai media social (internet , cetak , dan elektronik) yang ada di 
Makassar. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka yang memiliki 
keterkaitan erat dengan pokok bahasan masalah. Data kepustakaan 
digolongkan menjadi menjadi dua, yaitu bahan hukum primer dan 
bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan yang 
dapat diperoleh langsung oleh penulis dalam hal ini adalah konvensi-
konvensi mengenai  hukum internasional dan hukum humaniter 
internasional  yang bersangkutan terhadap kasus, yaitu : 
a. Piagam PBB 
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b. Konvensi Jenewa  
c. Konvensi Den Haag 1899 dan Konvensi Den Haag 1907 
d. Prinsip hukum umum 
e. dll 
Sedangkan bahan hukum sekunder adalahbahan yang diperoleh 
secara tidak langsung dalam hal ini adalah melalui internet, jurnal-
jurnal hukum, serta buku-buku mengenai hukum internasional  atau 
hukum humaniter. 
C. Tekhnik pengumpulan data 
       Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan 
cara melakukan penelitian kepustakaan  (library research) yaitu 
dengan penelitian dengan mempelajari  bahan bacaan berupa teori-
teori baik yang berasal dari buku-buku ilmiah, laporan-laporan, jurnal-
jurnal hukum, media cetk dan media elektronik, serta bahan 
kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan objek permasalahan 
D.  Analisis Data 
Pada dasarnya penulis akan mengelolah data tersebut secara 
deskriptif atau menggambarkan kejadian-kejadian, praktik-praktik 
targeted killing AS. Penggambaran tersebut akan penulis lakukan 
secara sistematik. Menganalisis kejadian-kejadian yang didasarkan 
dengan prinsip-prinsip hukum internasional ataupun konvensi-konvensi 
internasional secara induktif kualitatif. Analisis induktif kualitatif berarti 
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penulis akan menarik kesimpulan dari data-data kualitatif yang bersifat 
khusus. 105 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
       Pada bagian ini, pembahasan akan dimulai dengan menganalisis 
status kebijakan targeted killing AS dalam perang melawan terorisme 
dalam konteks Hukum Humaniter atau konflik bersenjata dan juga 
penggunaan kekuatan bersenjata atau “use of force” dalam targeted killing 
sebagai bentuk preemptive self-defense dengan rincian mengenai 
pengklasifian jenis konflik bersenjata dan target yang sah dalam targeted 
killing serta ―use of force” berdasarkan Artikel 2(4) Piagam PBB dan self-
defense berdasarkan Artikel 51 Piagam PBB.  Bagian selanjutnya dari 
pembahasan adalah ulasan mengenai apakah penggunaan drones oleh 
AS dalam War On Terror di Pakistan telah sesuai dengan Hukum 
Humaniter.  
A. Status Kebijakan Targeted Killing Amerika Serikat terhadap 
Perang Melawan Terorisme dalam Hukum Internasional 
       Penyerangan teroris  pada  11 September 2001  membawa 
perubahan kebijakan dalam militer AS. Sebagai respon atas peristiwa 
tersebut, AS mendeklarasikan “war on terror‖ dan memberlakukan 
kebijakan targeted killing yang  kontroversial. targeted killing 
merupakan penggunaan kekuatan yang mematikan oleh negara atau 
aktor negara terhadap target yang spesifik. Dalam hal ini, target yang 
dimaksud adalah kelompok teroris Al-Qaeda yang diyakini sebagai 
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pihak yang bertanggung jawab terhadap peristiwa 9/11, Taliban yang 
dianggap mendukung Al-Qaeda, dan juga kelompok-kelompok lainnya 
yang dianggap sebagai  sekutu.  
       Serangan yang diluncurkan oleh AS terhadap kelompok teroris 
transnasional diberlakukan dimanapun teroris tersebut berada, dengan 
mengaburkan batas-batas territorial sebuah negara, dan melanggar 
kedaulatan wilayah sebuah negara. Status dari kebijakan targeted 
killing yang merupakan metode strategi perang terhadap kelompok 
teroris akan ditinjau  dalam  Hukum Humaniter Internasional dengan 
melihat targeted killing dari konteks  “armed conflict‖ dan konteks  ―use 
of force‖.   
1. Targeted killing dalam konteks “armed conflict” 
Untuk menerapkan Hukum Humaniter Internasional, 
keberadaan sebuah konflik bersenjata adalah sebuah persyaratan 
mutlak. Oleh sebab itu harus ditentukan  apakah perang melawan 
terorisme, termasuk targeted killing, merupakan sebuah konflik 
bersenjata. Hukum Humaniter Internasional membagi konflik 
bersenjata menjadi dua kategori : international armed conflict dan 
non-international armed conflict. Klasifikasi ini menentukan  jalur 
yurisdiksi Hukum Humaniter Internasional dengan mendefinisikan 
persyaratan dan ambang  kekerasan yang diperlukan untuk  
menggunakan kekuatan bersenjata antara dua atau lebih pihak  
agar dilihat sebagai konflik bersenjata.  
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        International armed conflict biasanya mengarah pada konflik 
antar negara. Artikel 2 Konveni Jenewa menyatakan bahwa ―cases 
of declared war or of any other armed conflict which may arise 
between two or more of the High Contracting Parties, even if the 
state of war is not re cognized by one of them,‖ Dalam Artikel 2 
digambarkan bahwa  perselisihan yang timbul antar dua negara 
dan mengarah pada campur tangan kelompok bersenjata  
merupakan konflik bersenjata dan bahkan jika salah satu pihak 
tidak mengakui keberadaan suatu negara. Dengan demikian, 
secara umum disepakati bahwa jika suatu insiden melibatkan 
angkatan bersenjata dari dua negara dapat dikatakan sebagai 
sebuah konflik bersenjata internasional.  
       Apabila tidak ada negara yang terlibat dalam pihak teroris pada 
konflik bersenjata antara teroris dan AS, maka tidak dapat 
dikatakan sebagai konflik bersenjata internasional. Dalam hal 
targeted killing, teroris yang menjadi pihak yang berkonflik dengan 
AS bukanlah negara dan tidak bertindak atas nama sebuah negara 
sehingga tidak dapat diklasifikasikan dalam konflik bersenjata 
internasional.  
       Artikel 1(1) AP II, membatasi non-international armed conflicts  
kedalam konflik yang ―bertempat dalam wilayah peserta agung 
antara angkatan bersenjatanya dan angkatan bersenjata 
pembangkang atau kelompok angkatan bersenjata yang 
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terorganisir lainnya‖ (ICRC 1977b).106 Ini berarti bahwa konflik yang 
melewati batas, termasuk pertarungan internasional melawan 
terorisme, tidak dapat dilihat sebagai  non-international armed 
conflicts. Namun, AP II tidak  menyebutkan semua konflik yang 
tertuang dalam Artikel 3 Konvensi Jenewa dengan menyebutkan 
―not of an international character‖. Koneksi antara wilayah dan 
angkatan bersenjata dari artikel 1(1) AP II menghilang dalam Artikel 
3 Konvensi Jenewa. AP II tentunya memiliki cakupan yang lebih 
sempit dari Artikel 3 Konvensi Jenewa. Walaupun yang terakhir 
juga menyebutkan wilayah dari pihak, namun hal ini tak berarti 
bahwa pihak tersebut harus merupakan pihak yang berkonflik. 
Partisipasi angkatan bersenjata pemerintah dalam sebuah non-
international armed conflict  tidak begitu penting.107 Selanjutnya 
istilah „non-international‟  tidak boleh disamakan dengan ‗domestic‟. 
Ini menandakan bahwa semua konflik bersenjata yang tidak 
mengambil tempat bertempat diantara dua negara (see Bruha 
2002, 419). Interpretasi dari Artikel 3 Konvensi Jenewa telah 
dikonfirmasi oleh US Supreme Court dalam kasus Hamdan v. 
Rumsfeld (2006, 67 f.).108 Memang sejauh ini, HHI 
menginterpretasikan non-international armed conflicts sebagai 
konflik domestik antara negara dengan  non-state actor. Tetapi 
tidak ada substantif mengenai mengapa norma-norma tersebut 
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tidak dapat diberlakukan dalam sebuah armed conflict dengan non-
state actor yang tidak dibatasi oleh wilayah,109 Oleh sebab itu, non-
international armed conflict tidak terbatas pada wilayah negara. 
Dapat dilihat bahwa Artikel 3 Konvensi Jenewa mencakup semua 
konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional. Sehingga 
secara prinsip, HHI dapat diaplikasikan dalam targeted killing 
terhadap teroris.  
Penerapan umum HHI terhadap  kontra-terorisme 
transnasional tidak mengungkapkan apa-apa mengenai 
persyaratan yang dibutuhkan untuk  sebuah non-international 
armed conflict namun beberapa persyaratan umum dapat dilihat 
dari Statuta Roma ICC yang mendefinisikan non-international 
armed conflicts sebagai   
"…armed conflicts that take place in the territory of a State 
when there is pro- tracted armed conflict between 
governmental authorities and organized armed groups or 
between such groups.110  
 
Setidaknya terdapat tiga hal yang menjadi syarat agar sebuah 
konflik dapat digolongkan sebagai non-international armed conflict: 
1. Pertama mengenai durasi. Sebuah konflik harus 
dikualifikasikan sebagai non- international armed conflict 
dengan menyebutkan  ―protracted, armed violence‖, 
pengadilan berdasarkan frase yang sama dalam  Artikel 1 
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(1) AP II yang mensyaratkan ―operasi militer yang 
berkelanjutan dan terpadu‖ (ICRC 1977b). Sebaliknya, 
Artikel 1(2) AP II melihat ―gangguan internal dan 
ketegangan, seperti kerusuhan, aksi kekerasan terisolasi 
dan sporadis tidak begitu cukup. 111 Ketentuan yang sama 
dapat ditemukan pada Artikel  8 (2)(d) dan (f) Statuta Roma 
ICC112. Bertentangan dengan sebuah international armed 
conflict, non-international armed conflict  mensyaratkan 
sebuah sengketa jangka panjang antara sebua h negara 
dengan non-state actor.  Di dalam lingkup pertarungan 
internasional antara Amerika Serikat melawan terrorisme, 
sifat berkelanjutan atau “protracted” tentu terlihat jelas. 
2.  Kedua, istilah “protracted, armed violence‖ juga berdampak 
pada  internsitas tertentu sebuah konflik agar dapat 
dikualifikasikan sebagai non-international armed conflict.  
Hal ini berarti bahwa satu saja  serangan teroris dan respon 
terhadap serangan tersebut tidak cukup memperlihatkan 
intensitasnya untuk digolongkan sebagai non-international 
armed conflict. Namun, pandangan holistik dibutuhkan 
dalam kasus ini. Hal yang sama dengan gagasan ―armed 
attack‖ berdasarkan jus ad bellum, sebuah penggolongan 
dari beberapa serangan teroris dengan menggunakan 
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doktrin ―accumulation of events” bisa digunakan apabila 
serangan tersebut saling berhubungan.  113 
3. Yang ketiga, untuk dapat menghadirkan suatu non-
international armed conflict, tingkatan tertentu organisasi 
disyaratkan pada pihak non-state actor, sebagaimana yang 
tersirat dalam frase ―kelomok bersenjata yang terorganisir‖. 
Faktanya adalah organisasi teroris sering memiliki struktur 
komando yang sangat baik yang sering disamakan dengan 
angkatan bersenjata. Struktur ini dirangkaikan dengan 
kombinasi  taktik yang canggih dan logistik penting 
memperlihatkan bahwa sangat penting untuk melawan 
teroris dengan langkah-langkah militer berkala dan 
terkordinasi.114  
      Selama persyaratan durasi, intensitas dan organisasi dalam 
targeted killing melawan terorisme  antara negara AS dan kelompok 
non-internasional seperti Al-Qaeda dan Taliban terpenuhi maka 
dapat disimpulkan bahwa konflik tersebut dapat dipertimbangkan 
sebagai non-international armed conflicts yang mengijinkan 
pengaplikasian Hukum Humaniter Internasional.  
       Dengan pengaplikasian HHI, muncul pertanyaan mengenai 
konsekuensi hukum yang menyertai targeted killing terhadap 
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teroris. Sehingga harus ditentukan apakah teroris dapat menjadi 
target yang sah untuk menjamin perlindungan populasi dan 
proporsionalitas serangan. 
       Dalam Hukum Humanter, terdapat dua macam klasifikasi 
subjek, yaitu kombatan dan penduduk sipil. Pembedaan kedua 
subjek ini untuk memenuhi prinsip hukum humaniter. Hal ini tentu 
juga sangat berpengaruh dalam legal dan tidaknya sebuah 
serangan. Oleh sebab itu, sangat penting untuk mengetahui status 
teroris dan apakah teroris dapat dijadikan target penyerangan.   
       Kombatan didefinisikan dalam Third Geneva Convention 
sebagai : (1)anggota angkatan bersenjata pihak yang berkonflik  
serta anggota milisi atau korp relawan  yang membentuk bagian 
dari angkatan bersenjata. 2)  Anggota milisi yang lainnya dan korp 
sukarelawan yang lainnya, termasuk mereka yang melakukan 
gerakan perlawanan terorganisir, milik pihak yang berkonflik dan 
beroperasi dalam ataupun di luar wilayah mereka, bahkan jika 
wilayah tersebut diduduki, asalkan milisi atau relawan  tersebut ,  
termasuk gerakan perlawanan yang terorganisir, memenuhi syarat 
berikut : (a) dikomandoi oleh orang yang bertanggung jawab untuk 
bawahannya (b) memiliki tanda pengenal tetap yang dikenali dari  
kejauhan; (c)membawa senjata secara terbuka; (d) melaksanakan 
operasi sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang.  115 
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       Penduduk sipil didefinisikan secara negatif, yang berarti bahwa 
siapapun yang tidak termasuk dalam kategori kombatan adalah 
penduduk sipil yang dilindungi dari serangan , namun perlindungan 
tersebut tidak absolut. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Artikel 
51 (3) AP I bahwa: ―Civilians shall enjoy the protection afforded by 
this section, unless and for such time as they take a direct part in 
hostilities‖116 sehingga penduduk sipil dapat  menjadi target yang 
sah apabila ―directly participate in hostilities‖.  
       Organisasi teroris seperti Al-Qaeda dan teroris transnasional 
yang menjadi target dalam operasi targeted killing AS jelas tidak 
memenuhi syarat sebagai kombatan. Mereka bukan anggota 
angkatan bersenjata sebuah negara yang merupakan bagian dari 
konflik. Walaupun jika kelompok teroris memiliki struktur komando 
dengan seseorang yang bertanggung jawab terhadap bawahannya, 
syarat lainnya tetap tidak terpenuhi. Mereka tidak menggunakan 
tanda pengenal yang pasti, tidak membawa senjata secara terbuka, 
dan operasinya tidak berdasarkan hukum dan kebiasaan perang. 
       Sebagai anggota dari kelompok organisasi  teroris yang tidak 
memenuhi klasifikasi kombatan, maka teroris harus dipandang 
sebagai penduduk sipil. Penduduk sipil dapat dijadikan sebagai 
target dalam penyerangan apabila mereka merupakan ―direct 
participants in hostilities‖ seperti yang disebutkan dalam Artikel 
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51(3) AP I. Pada saat ini, teroris yang berpartisipasi dalam 
pertempuran lebih sering disebut sebagai unlawful combatant oleh 
negara-negara yang bertikai. Disebut sebagai unlawful combatant 
sebab mereka merupakan anggota kelompok teroris yang 
terorganisir namun dilain pihak mereka tidak tunduk terhadap 
aturan-aturan dalam konflik bersenjata.  
       Pihak teroris merupakan target yang sah dalam non-
international conflict sebab walaupun unsur kombatan tidak 
dipenuhi secara keseluruhan, teroris dapat dilihat sebagai 
masyarakat sipil yang berpartisipasi langsung dalam peperangan 
dan disebut sebagai unlawful combatant. Karena targeted killing 
yang dilakukan Amerika  terhadap Al-Qaeda dan Taliban 
merupakan konflik bersenjata maka, maka CIA dan militer Amerika 
juga merupakan target yang sah bagi para teroris, dan korban yang 
jatuh dari pihak CIA/militer Amerika dalam targeted killing tersebut 
tidak termasuk kejahatan.       
2. Targeted Killing dalam Konteks “Use of force” 
Sejak diumumkan pada tahun 1945, UN Charter atau Piagam 
PBB telah menjadi institusi dominan internasional sebagai regulasi 
konflik bersenjata dan use of force. Artikel 2(4) Pigam PBB 
menuliskan larangan umum terhadap “use of force‖  atau 
penggunanan kekuatan dengan menyatakan bahwa : 
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“All Members shall refrain in their international relations from 
the threat or use of force against the territorial integrity or 
political independence of any state, or in any other manner 
inconsistent with the Purposes of the United Nations.‖117  
Namun Dalam terdapat pengecualian terhadap artikel di atas, 
dimana PBB membutuhkan satu dari tiga persyaratan yang harus 
dipenuhi agar use of force  dapat dilakukan oleh negara dalam 
wilayah negara lain : dimana negara yang menyerang harus 
menerima kewenangan dari negara penerima, atau negara 
penyerang harus mendapatkan kewenangan dari DK PBB, atau 
kasus harus merupakan aksi self-defense antar negara seperti 
yang didefinisikan dalam Piagam PBB Artikel 51.118 Artikel 51 
Piagam PBB yang menyebutkan bahwa :  
Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of 
individual or collective self-defense if an armed attack occurs 
against a Member of the United Nations, until the Security 
Council has taken the measures necessary to maintain 
international peace and security.  Measures taken by Members 
in the exercise of this right of self-defense shall be immediately 
reported to the Security Council and shall not in any way affect 
the authority and responsibility of the Security Council under the 
present charter to take at any time such action as it deems 
necessary in order to maintain or restore international peace and 
security. 
Dan penting untuk diketahui bahwa artikel 51 mengijinkan self-
defence tidak hanya terhadap negara tetapi juga terhadap non-
state actors. 119  
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       Targeted killing yang dilaksanakan oleh sebuah negara dalam 
wilayah negara lain tidak melanggar kedaulatan negara lain apabila 
(a)negara kedua tidak keberatan, atau (b)negara penyerang 
memiliki hak atau kewenangan dalam hukum internasional untuk 
menggunakan kekuatan dalam self-defence berdasarkan Artkel 
51Piagam PBB,sebab (i) negara kedua bertanggung jawab untuk 
serangan bersenjata terhadap negara pertama, (ii) negara kedua 
unwilling atau unable menghentikan serangan bersenjata terhadap 
negara pertama yang diluncurkan dari wilayahnya. Hukum 
internasional mengijinkan penggunaan kekuatan mematikan dalam 
self-defence sebagai respon kepada serangan bersenjata selama 
kekerasan itu memnuhi prinsip ”necessary‖ dan ―proporsional‖.120 
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya,  salah satu syarat 
agar penggunaan kekuatan di wilayah negara asing dapat 
dilakukan adalah negara penyerang harus mendapatkan 
kewenangan untuk menggunakan kekuatan bersenjata dalam 
wilayahnya. Sedangkan dalam targeted killing, persetujuan negara 
selalu diberikan secara rahasia atau ditolak dimuka publik yang 
menyulitkan pembenaran hukum berdasarkan hukum konflik 
bersenjata.121 Namun diluar dari kewenangan yang diberikan oleh 
negara penerima, targeted killing tidak hanya berdasarkan 
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kewenangan yang diberikan oleh negara tetapi berdasarkan hak 
untuk mempertahankan diri atau ―self-defence‖.     
       Pada kasus targeted killing oleh AS dalam War on Teror, AS 
mengklaim bahwa mereka tidak beroperasi berdasarkan 
kewenangan yang diberikan oleh negara penerima tetapi lebih 
kepada hak untuk self-defence. Berdasarkan self-defence 
walaupun negara dimana para teroris bersembunyi tidak 
memberikan kewenangan terhadap negara penyerang untuk 
beroperasi di wilayahnya,  targeted killing masih dapat dilakukan 
apabila negara tersebut dianggap unwilling atau unable untuk 
menghentikan serangan bersenjata terhadap negara penyerang 
(yang dalam hal ini adalah AS) yang diluncurkan dari wilayahnya. 
Unwilling dan unable tersebut dapat dilihat dari sejauh mana 
langkah-langkah yang diambil negara  efektif dan efisien dalam 
menghapuskan ancaman teroris  terhadap AS. 
        Hukum internasional mengijinkan penggunaan kekuatan 
mematikan dalam self-defence sebagai respon kepada serangan 
bersenjata selama kekerasan itu memenuhi prinsip ”necessary‖ dan 
―proporsionality‖. Sehingga penulis berpendapat bahwa walaupun 
AS tidak diberi kewenangan oleh negara target untuk masuk ke 
wilayahnya, AS tetap dapat melakukan targeted killing selama 
negara target tidak mau ataupun tidak mampu untuk menghentikan 
atau menghapuskan kelompok teroris seperti Al-Qaeda, Taliban, 
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maupun kelompok sekutu yang lainnya. Jelas bahwa 
Self‐defence berdasarkan Artikel  51 membutuhkan sebuah 
―armed attack‖  terhadap suatu negara, sehingga saat serangan 
oleh teroris terjadi penting untuk menetapkan suatu link antara 
teroris dan negara melalui aturan atribusi   untuk memohon hak 
self-defence oleh negara korban  terhadap negara  yang 
menyembunyikan para teroris. Hal yang sama pernah dilakukan AS 
di Yemen, terhadap seorang warga Amerika yang bernama Awlaki, 
yang dianggap ikut berpartisipasi dalam perang antara AS dan Al 
Qaeda serta memberikan ancaman yag signifikan terhadap warga 
Amerika, dan otoritas Yemen dianggap unable atau unwilling untuk 
menghentikannya.  
Tujuan penggunaan kekuatan bersenjata  dalam self-defence 
adalah untuk menghentikan  atau mencegah agresi di masa depan 
terhadap negara, bukan sebagai bentuk pembalasan dendam atas 
serangan di masa lalu.122 Walaupun demikian,  targeted killing yang 
dilakukan oleh AS tidak dapat dipungkiri merupakan penyerangan 
yang dilakukan untuk mengejar tanggung jawab dari para pihak 
kelompok teroris Al-Qaeda yang dianggap bertanggung jawab 
dalam peristiwa 9/11, dan juga merupakan aksi preemptive self-
defence untuk mencegah berbagai serangan yang mungkin dapat 
terjadi oleh para teroris di masa depan.  
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Sifat ―Preemptive‖ dalam targeted killing dapat dilihat dengan 
tujuan AS meluncurkan serangan terhadap kelompok teroris untuk 
mencegah serangan di masa yang akan datang sebelum mereka 
memiliki kesempatan untuk menyerang para penduduk sipil dan 
wilayah negara AS.   
Penulis berpendapat bahwa berdasarkan Artikel 51 Piagam 
PBB,  jus ad bellum dari targeted killing terhadap  terroris dapat 
dilegalkan dibawah hak  self-defence. Sebab apabila teroris dapat 
melakukan serangan bersenjata terhadap negara, negara harus 
diijinkan untuk menggunakan hak   self-defence terhadap teroris,  
bahkan jika itu melanggar integritas wilayah dari negara lain. 
Namun dalam pelaksanaanya harus tetap sejalan dengan prinsip-
prinsip HHI dan apabila suatu aksi self-defence melanggar prinsip-
prinsip HHI, hal tersebut harus dipandang sebagai pelanggaran 
terhadap larangan use of force dibawah artikel 2 (4)Piagam PBB.  
B. Legalitas Penggunaan Drones  Oleh Amerika Serikat Di 
Pakistan  
       AS melakukan targeted killing di negara yang tidak sedang 
berperang dengan dirinya untuk membunuh dan menghapuskan 
kelompok teroris seperti Al-Qaeda, Taliban dan juga kelompok sekutu 
lainnya. Targeted killing ini dilakukan dengan menggunakan drones 
yang merupakan sebuah pesawat tanpa awak yang dikontrol dari jarak 
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jauh. Penggunaan drones dalam targeted killing di Pakistan sejak 2004  
dengan total serangan mencapai 400 serangan oleh AS kemudian 
menuai banyak kritikan dan pertanyaan. Baik dari segi legalitas senjata 
yang digunakan berdasarkan hukum humaniter, pelanggaran 
kedaulatan terhadap wilayah Pakistan, pemenuhan prinsip-prinsip 
hukum perang dalam penggunaan drones di Pakistan, dan juga 
dampak penggunaan drones oleh AS di wilayah Pakistan.  
Dalam protokol Jenewa untuk Konvensi Den Haag (protocol for the 
prohibition of the use in war of asphyxiating, poisonous or other gases, 
and of bacteriological methods of warfare)  yang ditandatangani pada 
tanggal 17 Juni 1925 secara permanen melarang penggunaan segala 
bentuk cara perang dengan menggunakan senjata kimia dan perang 
dengan menggunakan senjata  biologi. Protokol tersebut juga diperluas 
dengan konvensi senjata biologi di tahun 1972 dan konvensi senjata 
kimia di tahun 1993. Aturan aturan tersebut jelas mengharuskan 
penggunaan Drones dalam konflik bersenjata tidak boleh disertai 
dengan senjata kimia atau biologis.  
Drones merupakan sebuah persenjataan yang baru yang 
digunakan dalam situasi perang, sehingga drones tidak secara tertulis 
dilarang ataupun dianggap sebagai alat yang dapat menimbulkan 
tindakan tidak pandang bulu (indiscriminate) atau penipuan (perfidy). 
System persenjataan yang digunakan AS di Pakistan menggunakan 
MQ-1 dan MQ-9 Reaper Drone dikontrol melalui satelit dari bandara 
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angkatan udara yang berlokasi di AS, dari tempat tersebut, pilot dapat 
melihat secara langsung melalui kamera drones, mengontrol 
pergerakannya, memilih target, dan menembakkan senjatanya. 
Dengan berat hanya sekitar 1,000 pounds, drones dapat 
―menghabiskan waktu 24 jam di udara, terbang pada ketinggian 26.000 
kaki‖.123 Ketika target dikunci oleh pilot, maka pesawat akan 
mengontrol misil kepada target  dengan kemungkinan tepat sasaran 
yang tinggi. Sedangkan Reaper yang lebih besar dapat membawa 14 
hellfire missile atau 4 hellfire missle dengan 500 pound Bom yang 
penggunaanya diyakini memberikan ―less collateral damage‖.124 
Kemampuan ini membuat drones diyakini sebagai senjata yang lebih 
baik dalam memilih target (discriminant) daripada pesawat berawak.125 
Sehingga dalam hukum internasional, drones dianggap tidak berbeda 
dengan senjata yang diluncurkan dari pesawat berawak seperti 
helikopter atau pesawat tempur lainnya. Berdasarkan hal tersebut 
drones merupakan system persenjataan yang tidak bertentangan 
dengan hukum humaniter mengenai penggunaan senjata. 
       Meskipun drones dianggap senjata yang legal, namun 
penggunaanya harus tetap tunduk pada hukum internasional. 126 Dan 
memenuhi prinsip hukum humaniter seperti proporsionalitas dan 
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pembedaan. Satu hal yang tidak boleh luput adalah penggunaan 
unmanned drones dalam kekuatan bersenjata haruslah 
memperhitungkan apakah penggunaannya akan mengakibatkan 
kerugian terhadap rakyat sipil atau tidak.127 AS harus membedakan 
antara kombatan, penduduk sipil yang terlibat dalam peperangan dan 
penduduk sipil yang dilindungi, Antara target teroris dan masyarakat 
sipil. 
The Bureau of Investigative Journalism (TBIJ) melaporkan bahwa 
sejak Juni 2004 hingga pertengahan  September 2012, data yang 
tersedia mengindikasikan bahwa serangan drones telah membunuh 
2.562-3.325 orang di Pakistan, dimana 474-881 adalah penduduk sipil, 
termasuk 176 anak-anak. TBIJ juga melaporkan bahwa serangan ini 
telah melukai 1.228-1362 orang.128 Sedangkan laporan hingga Januari 
2013 menunjukkan bahwa dari 362 serangan drones, total korban 
meninggal yag dilaporkan 2.629-3461, dan 475-891 diantaranya 
adalah penduduk sipil dan 176 anak-anak. Serangan ini juga 
menimbulkan 1.267-1.431 korban luka sehingga melanggar  prinsip 
pembedaan dan proporsionalitas dalam hukum perang, dan karena itu 
dapat mengarah pada kejahatan perang. 
Dari data tersebut diatas, penulis berpendapat bahwa penggunaan 
drones yang dianggap sebagai senjata yang discriminate tidak 
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terpenuhi, dan walaupun drones dianggap membuat serangan menjadi 
lebih tepat sasaran, namun tetap saja dalam prakteknya drones telah 
salah membunuh atau melukai warga sipil sehingga tidak memenuhi 
prinsip pembedaan. Dimana para korban tidak hanya teroris tetapi juga 
mengenai para penduduk sipil dan anak-anak yang seharusnya tidak 
diperbolehkan menjadi target dalam penyerangan. sedangkan anak-
anak harus dilindungi dari berbagai bentuk indecent assault seperti 
yang tertuang dalam Konvensi Jenewa keempat dengan menyatakan 
bahwa “children shall be the object of special respect and shall be 
protected against any form of indecent assault‖. Penggunaan kata 
―shall‖  membuat sebuah pengaturan yang bersifat perintah dalam 
bentuk kewajiban dan para pihak  wajib untuk melaksanakan peraturan 
dari untuk melindungi anak-anak dari berbagai serangan yang tidak 
layak, termasuk menjadi target sebuah misil.   
Dalam Protokol 1 Konvensi Jenewa Pasal 51 ayat 5 huruf (b) 
dijelaskan bahwa dalam konteks perlindungan terhadap non-
kombatan,  serangan yang dilarang adalah termasuk segala jenis 
serangan yang: ‖...which may be expected to causeincidental loss of 
civilian life ...which would be excessive in relation to the concrete and 
direct military advantage anticipated‖. Ini berarti bahwa AS dengan 
dronesnya telah melanggar military necessity dan terjadi unnecessary 
sufferings yang bertentangan dengan asas proporsionalitas sebab 
keunggulan militer yang dicapai tidak berimbang (proporsional) dengan 
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korban dan kerusakan yang ditimbulkan. Dengan persentase kematian 
dari penduduk sipil sekitar 20 persen.  
Penggunaan drones tidak berbeda dengan penggunaan senjata 
lainnya dalam perang. Meskipun operator system senjata yang 
dikendalikan berlokasi jauh dari medan tempur, mereka tetap 
mengoperasikan system persenjataan, melakukan identifikasi target, 
dan menembakkan misil. Mereka secara umum beroperasi di bawah 
rantai komando, maka menurut hukum humaniter internasional, 
operator pesawat tanpa awak, dan rantai komando mereka 
bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi. Fakta bahwa mereka 
berada ribuan kilometer dari medan tempur, tidak menghilangkan 
tanggung jawab operator dan rantai komando, yang mana termasuk 
menjunjung prinsip proporsionalitas dan pembedaan, serta mengambil 
langkah kehati-hatian dalam melakukan serangan. Sehingga operator 
drones tidak berbeda dengan helicopter atau pesawat tempur lainnya 
sejauh terkait kewajiban mereka untuk taat pada hukum humaniter 
internasional terkait, dan mereka tidaklah berbeda sejauh terkait 
menjadi sasaran  berdasarkan aturan hukum humaniter internasional. 
Berdasarkan yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa targeted 
killing dengan menggunakan drones menuai kontroversi mengenai 
pelanggaran kedaulatan yang dilakukan AS dengan menggunakan 
kekuatan bersenjata  terhadap negara dimana para teroris 
bersembunyi. Artikel 2(4) Piagam PBB melarang penggunaan 
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kekuatan bersenjata dalam wilayah negara lain dengan pengecualian 
bahwa negara tersebut memberi kewenangan atau menyetujui, negara 
tersebut unwilling atau unable dalam mengatasi nonstate group yang 
mengancam negara penyerang atau negara penyerang bergerak atas 
hak self-defense yang diatur dalam Piagam PBB Artikel 51. Di depan 
Publik, Pakistan secara tegas menolak serangan-serangan Drones 
dalam targeted killing di wilayahnya dan melanggar kedaulatan 
Pakistan. Di lain Pihak Pemerintah Pakistan dilaporkan telah 
menyetujui dan bekerjasama dengan langkah-langkah AS dalam 
usaha kontra-terorisme dengan mengijinkan pesawat AS terbang  di 
bandara Shamsi yang dekat dengan perbatasan Afghanistan dan 
kadang mengikutsertakan intelijen mereka dalam penargetan.129 Hal ini 
mengaburkan legalitas serangan AS berdasarkan hukum humaniter.  
Walaupun Pakistan keberatan dengan penyerangan drones di 
wilayahnya, AS menggunakan kekuatan bersenjata di Pakistan dapat  
dianggap tidak melanggar kedaulatan Pakistan apabila diperlukan 
dalam self-defense sebagai respon dari sebuah serangan bersenjata 
atau sebagai respon penyerangan 11 September 2001. Atau sebagai 
anticipatory self-defense untuk menghadapi ancaman yang diberikan 
oleh non-state groups di daerah FATA. Agar penggunaan kekuatan 
bersenjata dapat sesuai dengan hukum host state harus dalam 
keadaan unwilling atau unable dalam mengambil langkah-langkah 
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dalam menghadapi non state group. Karena Pakistan dianggap tidak 
mampu untuk menghentikan kelompok teroris di wilayahnya, dan tidak 
mampu untuk mengadili kelompok teroris transnasional tersebut yang 
memberikan ancaman terhadap kepentingan AS dan penduduknya, 
maka berdasarkan  self-defense AS berhak untuk menggunakan 
kekuatan bersenjata di wilayah Pakistan dan wajib untuk menghormati 
dan mematuhi Hukum Humaniter Internasional yang berlaku. 
Hal yang serupa terjadi saat operasi targeted killing yang 
menewaskan Osama Bin Laden, pemimpin Al-Qaeda pada tanggal 2 
Mei 2011 di Abbotabad Pakistan. Penyerbuan Osama Bin Laden 
dianggap telah melanggar kedaulatan Pakistan, sebab Pemerintah 
Pakistan menyatakan bahwa penyerbuan tersebut tanpa persetujuan 
Pemerintah Pakistan untuk menggunakan kekuatan bersenjata di 
wilayahnya yang dianggap melanggar Artikel 2(4) Piagam PBB. 
Namun operasi ini didukung berdasarkan artikel 51 Piagam PBB 
mengenai hak self-defense yang dimiliki oleh AS. Bin laden dipercaya 
berkelanjutan merencanakan further terrorist attacks on US, sehingga 
untuk menghapuskan ancaman ini merupakan hal yang ―necessary”. 
Selain itu, Leon Panetta yang merupakan direktur CIA mengatakan 
bahwa Pakistan involved atau incompetent dalam menangani 
terorisme di wilayahnya sebab tempat persembunyian Bin Laden tidak 
jauh dari akademi militer Pakistan , sehingga menimbulkan pertanyaan  
tentang komitmen Pakistan untuk mendampingi AS dalam melawan 
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terorisme,.130 Hal tersebut dapat dikaitkan dengan ketidakmauan atau 
ketidakmampuan Pakistan untuk menghapuskan ancaman teroris 
sehingga pembunuhan Osama dapat dilegalkan berdasarkan self-
defense. 
Seperti yang telah penulis sebutkan di atas, bahwa drones 
mengudara dengan misil selama 24 jam di atas rumah penduduk untuk 
mengawasi setiap pergerakan teroris. Menembaki para teroris atau 
individu yang dianggap terlibat dengan aktifitas terorisme. Hal ini tentu 
memberi potensi dampak psikologis  dari drones yang timbul  dengan 
beterbangan di atas tempat tinggal mereka selama berjam-jam atau 
berhari-hari tanpa akhir. Hal ini berdampak terhadap ketakutan 
masyarakat untuk beraktifitas di luar rumah, dengan banyaknya 
kerabat mereka yang meninggal akibat serangan drones. Mereka takut 
untuk mendatangi pernikahan atau pemakaman, sebab bisa saja 
operator drones di AS salah menafsirkan mereka sebagai kumpulan 
dari Taliban atau Al-Qaeda.131 Anak-anak juga takut untuk pergi ke 
sekolah dan bermain di luar rumah. Terhadap hal ini, penulis 
beranggapan bahwa targeted killing yang dilakukan oleh AS di atas 
pemukiman penduduk tidak hanya membunuh penduduk yang tidak 
bersalah namun juga telah memberikan rasa trauma dan secara tidak 
langsung memberikan perasaan tidak aman dan nyaman, memberikan 
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ancaman dan mengintimidasi penduduk sipil. Hal ini serupa dengan 
dampak yang ditimbulkan dari sebuah tindakan terorisme.  
Kematian penduduk sipil terutama wanita dan anak-anak yang 
seharusnya dilindungi dalam sebuah konflik bersenjata, terlebih bahwa 
kematian tersebut bukan dalam jumlah yang sedikit dan memiliki 
dampak dalam waktu panjang, maka targeted killing yang dilakukan 
oleh AS dengan menggunakan drones di Pakistan bukan hanya 
melanggar distinction dan proportionality principle tetapi telah 
mengarah pada kejahatan perang (war crime) dimana ICC132 sebagai 
Mahkamah Pidana Internasional yang menangani kasus kejahatan 
perang internasional harus mengadili pihak-pihak terkait apabila 
terbukti bersalah. 
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 Pada bulan Juli 1998 masyarakat internasional mencatat suatu perkembangan penting, yakni 
ketika disepakatinya Statuta Roma tentang pembentukan Mahkamah Pidana Internasional 
(International Criminal Court, selanjutnya disebut ICC). Berbeda dengan mahkamah ad hoc yang 
telah dibentuk sebelumnya (misalnya Mahkamah Nuremberg, Tokyo, ICTY dan ICTR), maka ICC ini 
merupakan suatu mahkamah yang bersifat permanen. Mahkamah ini juga dibentuk sebagai 
pelengkap (complementarity) dari mahkamah pidana nasional. ICC akan bekerja apabila 
mahkamah nasional tidak mau (unwilling) dan tidak mampu (unable) untuk mengadili pelaku 
kejahatan-kejahatan yang dimaksud. Dengan cara ini berarti apabila terjadi suatu kejahatan yang 
termasuk dalam yurisdiksi ICC, maka si pelaku harus diadili dahulu oleh mahkamah nasionalnya. 
Apabila mahkamah nasional tidak mau dan/atau tidak mampu mengadili si pelaku, maka ICC akan 
menjalankan fungsinya untuk mengadili si pelaku kejahatan yang bersangkutan.  
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Targeted killing merupakan kebijakan sekaligus taktik militer AS 
dalam perang melawan terorisme yang merupakan non-state group 
dan termasuk non-international armed conflict, dimana para teroris 
merupakan target yang sah sebab walaupun syarat-syarat sebagai 
kombatan berdasarkan Konvensi Jenewa III tidak terpenuhi, namun 
teroris dapat dilihat sebagai penduduk sipil yang berpartisipasi 
langsung dalam peperangan  atau ―direct participatants in 
hostilities” (DPH) yang kemudian dikenal dengan sebutan ―unlawful 
combatant‖. Penggunaan kekuatan bersenjata dalam targeted 
killing dapat dilegalkan berdasarkan hak self-defense dalam Artikel 
51 Piagam PBB sehingga  penggunaan kekuatan bersenjata AS di 
wilayah dimana teroris bersembunyi tidak diaggap sebagai 
pelanggaran kedaulatan yang berarti bahwa targeted killing 
merupakan hal yang legal dalam hukum internasional namun harus 
tetap memenuhi prinsip-prinsip HI yang berlaku seperti prinsip 
immediacy, necessity dan proportionality yang terkandung dalam 
Pasal 51 Statuta PBB atau prinsip distinction, precaution, military 
necessity, proportionality dan humanity yang terkandung dalam 
Konvensi Jenewa. 
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2. Drones merupakan senjata jenis baru yang penggunaanya belum 
diatur secara khusus dalam hukum internasional, namun drones 
tidak berbeda dengan senjata lainnya karena disertai dengan 
hellfire missiles yang tidak dilarang penggunaanya dalam konvensi 
Den Haag. Namun diluar dari legalitas drones berdasarkan hukum 
humaniter mengenai persenjataan, penggunaan drones AS di 
Pakistan tetap melaggar hukum humaniter internasional. Hal ini 
disebabkan serangan drones telah menewaskan bukan hanya 
teroris namun juga penduduk sipil, wanita dan anak-anak yang 
seharusnya dilindungi yang berarti bahwa prinsip distinction dan 
proportionality tidak terpenuhi. Banyaknya kematian dari penduduk 
sipil ini mengarah pada kejahatan perang sehingga operator drones 
yang menggantikan tugas pilot dan garis komando penyerangan 
drones tetap harus bertanggung jawab.  
 
B. Saran 
1. AS selaku negara yang menerapkan targeted killing sebagai 
bentuk self-defense harus patuh terhadap prinsip-prinsip hukum 
internasional yang berlaku sebab walaupun  setiap negara 
memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya, namun 
bagaimanapun, kewajiban tersebut harus seimbang terhadap 
kewajiban untuk melindungi kehidupan penduduk sipil yang 
tidak bersalah dalam konflik antara negara dan teroris. 
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2. Walaupun targeted killing merupakan hal yang dapat dilegalkan 
berdasarkan hukum internasional, namun penggunaannya 
harus dipertimbangkan lagi mengingat korban yang tewas akibat 
serangan drones di berbagai negara termasuk Pakistan telah 
mengarah pada kejahatan perang dengan mencari alternatif lain 
dalam memerangi terorisme agar dapat melindungi kehidupan 
penduduk sipil yang tidak bersalah.Bagaimanapun legal tidak 
berarti bijak. 
3. Perlunya peraturan berupa konvensi, protokol ataupun 
perjanjian internasional yang harus dibuat baik oleh PBB 
ataupun negara-negara pengguna unmanned drone untuk 
menjamin perlindungan terhadap komunitas internasional dan 
warga negara yang tidak bersalah dan memberikan batasan-
batasan yang dipandang pantas dalam penggunaan pesawat 
tanpa awak.  
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